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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

.l

.

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA,

bahwa berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus
Kamar Dagang dan Industri di Jakaria tanggal & Juni 2005, dan
tanggal § Marct 2008, telah ditetapkan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Indusiri sebagai
pengganti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar
Dagang dan Industri yang telah disahkan dengan Keputusan
Presiden Nomor 14 Tahun 2004;

bahwa atas permintaan Kamar Dagang dan Industri, dan sesuai
dengan kefentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987
tentang Kamar Dagang dan Industri, dipandang perly unink
mengesahlkan perubahan Anggaran Dasar dan Angzaran Rumah
Tangga Kamar Dagang dan Industri yang baru terschut dengan
Kepulusan Presiden;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Tndonesia Tahun 1945;

2. Undang- ..,



Menefapkan

PRESIDEMN
REPUBLIK INDOMNESIA

..

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang
dan Industri (lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 1987
Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3348);

MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2004

tentang Perschjuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Kamar Dagang dan Inchastri;

: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSETUJUAN PERUBAINAN -

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR
DAGANG DAN INDUSTRI.

Pasal 1

Menyetojul pernbahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Keputusan Musyawarah
Nasional Khusus Kamar Dagang dan Induskri (] Jakarta
Nomor Skep/006/Munassus/V1/2005 tanggal 8 Juni 2005 dan
Nomor 06/Munassus/111/ 2006 tanggal & Maret 2008 schagaimana

terlampir datam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2 ...
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Pasal 2

Kepuiusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal difefapkan.

Ditetapkan di jakarta
pada tanggal 9 September 2006

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
td.
DR, H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan scsuai dengan aslinya
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2006

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2006

ANGGARAN DASAR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
MUKADIMAIL

Pengusaha Indonesia menyadari sedalam-dalamnya bahwa dunia usaha nasional yang
tangguh merupakan tulang punggung perekonomian nasional vang schat dan dinamis
dalam mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahtcraan rakyat, serta memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional dalam

percaturan perckonomian regional dan internasional.

Sesuai dengan amanat dan setmangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
fandasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, maka pengusaha Indonesia
dengan dilandast jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produkiif
dan inovatif harus mempina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang
dan sclaras, baik sektoral dan Hntas-sektoral, antar-skala, daerah, nasional maupun
internasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk
mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang scluas-luasnya bagi dunia usaha
Indonesia dalatn ilut serta melaksanakan pembangunan rasional dan dacrah di bidang

ekonomi,

Undang-tndang  Nomov 1 Tahun 1987 tenfang Kamar Daganz  dan  Indusi
metelapkan bahwa sclurull pengusaha Indonesia di bidang usahka necgara, usaha
koperasi dan nsaha swasta secara borsama-sama membenink organisasi Kamar Dagang
dan Industel schagal wadah dan wahana  pembinaan, korunikasi, informasi,
represenfasi, konsultasi; fasilitasi dan advolasi pengusaha Indonesia, dalam rangka
mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggl yang bertumpu
rada keunggulan nyala sumiber daya nasional, yang memadukan secara seimbang
keterkaitan antar-polensi ekonomi nasional, yakni antar-sckfor, antar-skala usaha, dan
antar-dacrah, dalawe dimensi tertib hukum, etika bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian
lingkungan dafam sualu tatanan ckonomi pasar dalam pereaturan perekonomian global
dengan berbasis pada kekualan daerah, sckior usaha, dan hubungan luar negeri.

Atas .,



Atas berkat rakhmal Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur, para

pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta sebaga

pelaku ekonomi, menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar

Dagang dan Industri.

BAB
KETENTIUJAN Uin1M

Pasai 1

Lralam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

4.

Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalah
Gubernur, Bupali, dan Walikola dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

Ramar Dagang dan Industri adaleh salu wadah bagi pengusaha Indoncsia dan
meripakan induk organisasi dari Qrganisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha

yang berperan akiif sebagai milea Pemerintah dalam bidang perckononiarn,

Pengusaha adalah sellap orang porseorangan atau persekutuan atau badan hukum

yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan,

Perusahamn adalah setiap bentul usaha yang metijalankan setiap jenis usaha vang
bersifal tclap dan tcrus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam
wilayah Negara Republik indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau

manfaat dan/atau laba,

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan atau kegiatan dalam bidang
perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan fujuan memperoleh
keuntungan atau manfaat dan/atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang

hersangkuian.

Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan
Kerfa Sama Bisnis, utau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan

dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan sccara sah berdasarkan keicntuan

peraturan .,



h.

peraturan perandang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan fujuarn,
aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah terlentn, afau wadah
konstltasi dan komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing
dari sesuatu negara, bersifal internasional, nasional atay daerah vang dalam
kegiatannya bersifuf nirlaba, dan merailiki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tzhun 1987 tentang
Kawmar Dagang dan Industri.

Organigasi Perusahaan dengan schutan Asosiasi, Gabungan, afau nama apapun
yang serupd, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Mitik Daerah, Badan Usaha Koperasi
maupun Badan Usaha Swasta, alau wadah komunikasi dan konsultasi antara
perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuaty negara, vang didirikan
sceara sah berdasarkan ketenfuan peraturan perundang-undangan vang berlaku
atas dasar kesamaan Jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau
yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun dasrah, yang dalam Jegiatannya
bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan

Industri.

Badan Usaha Milik Negara (FJUMN) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya
baik scluruhnya maupun sebahagian besar dimiliki oleh Negara, yang didivikan

berdasarkan ketentuan peratuyan perundang-undangan vang betrlaku.

Badan Usaha Milik Dacrah (BUYMD) adalah perusahaan yang modal dan sahaimnya
baik scluruhnya maupun scbahagian besar dimiliki olek Pemerintah Daerah, yang

didirikan berdasarkan kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Badan Usaha Koperasi adalah badan usaha yang hcraﬁggotakan OTanNg-seorang
atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sckaligus sebagai gerakan ekonomi rakyz;.lf yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan, yang didirikan berdasarkan ketenfuan perafuran perundang-
undangan yang berlaku.

Badan Usaha Swasta adalah perusahaan yang fidak termasuk BUMN atau BUMD
dan Badan Usaha Koperasi, yang diusahakan oleh Orang perseorangan atau
sekelompok orang, yang didivikan berdasarkan keteniuan peraturan perundang-
undangan yang berlakn.

l. Badan ...



n.

(2)

Badan dan/atay lembaga adalah organisasi internal Kamar Dagang dan Industri
yang dibenluk berdasarkan peraturan atau keputusan Dewan Pengurus Kamar
Dagang dan Industri Indonesia/ Provinsi/Kabupalen/Kota, dengan tujuan, fungsi
dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan dunia usaha nasional dan/atan

meningkatkan hubungan ekonomi dan dagang internasional,

Anggotd Hasa, disingkat AB, adalah anggota Kamar Dagang dan Industri berstatus
anggoka penuh yang memiliki hak dan kewajiban sebagai AB terdiri atas pehguisaha

atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan hurof d,

Anggota Tercataf, disingkat AT, adalah anggota Kamar Dagang dan Industri
berstatus anggote tercatat yang belum memiliki hak dan kewajiban sebagzai AB
lerdivi alas pengusaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan
huruf d,

Anggota Luar Biasa, disingkat ALB, adalah organisasi pengusaha dan organisasi
perusahaan yang menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri sebagaimana
dimalksud huruf { dan huruf g.

Anggota Luar Biasa Tercatal, disingkat ALBT, adalah organisasi pengusahs atau
organisagi  perusahaan yang belum memenuhi persyaratan sebagai Anggzota
Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud pada huruf © dan

huruf g,

BAD 11
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2
Nama
Organisast inl bernama Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin,

Katnar Dagang dan Industri pada tingkat nasional dinamakan Kamay Dagang dan
indusiri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia, dan dalam bahasa Ingzris disebut
Indgonesian Chamber of Commerce and fndustey, disingkat /0K

(3) Kamar...



(3)

(4}

(0
(2}

(3;

(1)
(2)
(3)

Kamar Dagang dan Industri pada tingkal provinsi dinamakan Kamar Dagang dan
Industry, disingkat Kadin, disertai dengan nama provinsi yang, bersangkutan, dan
dalam bahasa Inggris disebut Chamber of Conumnerce and frduslry, disingkat CCF,

didahului dengan nama provinsi di depannya,

Kamar Dagang dan Iadusri pada tingkat daerah kabupaten/kola dinamakan
Kamar Dagang dan Industri Kabupaten/Kota, disingkat Kadin, disertai dengan
nama kabupalenskota yang bersangkutan, dan dalam bahasa Inggris dischut
Cranmber of Commctce and hdustry, disingkat CCF didahului dengan nama

Kabupalen/¥ota di depannya.

Pasal 3
Termpat Kedudulan
Kadir Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Kadin provinsi herkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan, atau di salah

satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan,

Kadin kabupafen berkedudukan di ibukota kabupaten yang bersangkulan, atau di

salah saty pusat kegiatan ekonon di kabupaten yang bersangkutan,

Radin kol berkedudukan di kota vang bersangloutan.

asal 4
Dagrah Kerja
Dacrah kerja Kadin Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indoncsia.
Dagrah kerja Kadin provinst meliputi seluruh wilayah provingi yang bersanglutan,

Pacral kerja Kadin kabupaten/kota meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang

bersangloatar.

Pasal 5 ...



Pasal 5
Waltu

Kadin didirikan tanggal 24 Septeriber 19268 dan berdasarkan Undang-Undatg, Nomer |
Tabun 1987 ditetapkan sebagai satu-gatunya Kamar Dagang dan industrl, didivilan

usfek jangle waktu yane tidak ditenlukan.

BAD HI

ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Tasal 6
Asas

Kadin brorasaskan Pancesila.

Pasal 7
Landasan
Kadin herlandaskan:
4. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional,

b.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

sthagal landasan struktural;
¢.  Program pembangunan nasional sehagai landasan pembangunan;

d.  Kepulusan Musyawarzh Nasional Kadin scbagai landasan operasional,

Fasal &
Tujuan

Kadin bertujuan mewnjudkan dunia usaba nasional yang kuat, berdaya cipta dan

berdaya saing tinggi, dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkat dengan:

4. memhbing ...



4. membing dan inengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha
Indonegia, scria memadukan secara seimbang keterkaitan anlar-potensi ekanomi
nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasia, antar-sektor
dan aniae-skals, dalam vangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha

nasional yang sehat dan lerlib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

b, menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan
lransparan - yang  memungkinkan  lkeikuiscriaan  yang  scluas-luasaya  bagi
pengusahy  Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efekiif dalam
pembangunan nasional dalam ftalanan ckonomi pasar dalam percaturan

perckonomian global.

BAR IV

FUNGSL TUGAS POKOK TYAN ETIKA BISNIS
Pasal 9
Fungsi

Kadin berfungsi schagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi,
konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha
Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha
asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian,
dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka
membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesiohal, serta mewujudkan

sincrgt selurih potensi ekoromi nasional,

Pasal 10
Tugas Polok

Uniuk tekcapai fujuan schagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1987, serla Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar, Kadin mempunyai tugas pokok
schagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal & Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1987, serta:

. memfasifitasi ...



.

=~

memfasilitass penciplaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pementhan
kebutuhan sumber daya;

melaksanakan komunikasi, kensullasi dan advokasi dengan pemerintah dalam

ranglka mewakili kepentingan dunia usaha;
mewakili dunia usaha dalam berbagai foram penentuan kebijaksanaan ckonomi,
metnfasilitast pengembangan tanggune jawab sosial perusahaarn;

membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (sood corporate

governaned di kalangan dunia usaha,

membing dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha

sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha;

memberikan akredifasl kepada Organisasi Perusahaan vang akan menerbitkan

sertifikal sesuai dengan kriterla dan prosedur yang ditetapkan Kadin Indonesia;

memberikan  jasa-jasa layaman, dalam bentuk pemberian surat keterangan,
penengahan, arbifrase, dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia

terasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagl kelancaran usahatya;

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan olch pemerintah, scrta memperivangkan
berbagat pelimpahan wewenang sesual dengan semangat dan jiwa Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 1987;

meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di
bidang informasi pengembangan usaha, solusi telenologi, sumber daya manusia
(SDM}, manajemen kendali mulu (MKM), manajemen energl, lingkungan, dan

sebagainya;

mendorong tuinbub berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta
mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun

irderpasional.

Fagal 11 ...



Pasal 11
Pembagian Peran

Untuk keefektifan pelaksanaan tugas pokek sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran
Dasar, pembagian peran Kadin, Organisasi Perusahaan dan Orzanisasi Pengusaha
adalah schagai berikupt:

4. Radin menangani hal-hal yang bersifat lintas-sektoral berdasarkan prinsip asas
berimbang:

b, Organisasi Perusahaan menangani hal-hal vang bersifal scktoral;

o

Organisasi Pengusaha menangani hal-hal yang bersifat kesamaan aspirasi.

Pasal 12
Ftika Bisnis

Kadin memiliki elika bisnis sebagai tuniunan moral dan perilaku vang mengilkat bagi

para anggotanya yang ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga,

BAB V
ORGANISASI
Pasal 13
Bentuk

Kadin schagat wadah pengusaha, baik yang bergabung maupun yang tidak bergabung
cdalam Orgemisasi Perusahaan dan/atan Organisasi Pengusaha adalah organisasi yang

berbentuk kesahian dan persatuarn.

Fasal 14
Sifat

Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau

tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya bersifal nirlaba.

Pasal 15 ..,
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Fasal 15
Struktur dan Hubungan Kerja
Organisasi Kadin terdin alas:
4. Di lingkat nasional disebut Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat
Kadin Indonesia;
b, Di tingkat provinsi disebut Kamar Dagang dan Industri, disingkal Kadin, dan

disertal dengan nama provinsi yang bersangkutan,

et

DI tingkat kabupaten/kota, disebut Kamar Dagang dan Industri disingkat

Kadin, dan diserfai nama kabupaten,kota yang bersangkutan.

D1 tingkat nasional hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin

Indonesia,
Di setiap provinsi hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin Provinsi.

Di sctiap kabupalen/kota hanya ada satu Kamar Dagang dan Indusiri, yaitu Kadin
Kabupaten/Kota.

Kadin Indonesia, Kadin Provinsi dan Kadin Kebupaten/Kota berada dalam satu

garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi,

Kadin Indonesia bertangzung jawab atas penyusunarn dan pelaksanaan Program
Ui Organisasi sebhagai Garis Besar Program Tingkat Nasional sesuai dengan

Keputusan Muosyawarah Nasional,

Kadin FProvinsi bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program
Umum Qrganisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Provinsi scswal dengan

keputusan Musyawarah Yrovinsi yang bersangkatan.

Kadin Kabupaten/Kola bertanggung jawab alas penyusunan dan peiaksanaan
Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Kabupaten/Kota
sesual dengan keputusan Musyawarah Kabupaten/Kola yang bersangkutan.

Dalam memperkuat dan memajukan dunia usaha, beberapa Kadin Kabupaten/Kota
dapat melakukan penggabungan jika:

4. Kadin kabupalen/kola peneriinaan keuanganuya tidak dapat membiayai

kegiatan organisasi schagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Dasar,

h.,  Daerah ...



- 11 -

b Daerah kerja Kadin yang bergabung merupakan wilayah perekonomian yang
sama,

¢, Kofa berada di dalam wilayah kabupaten,

{10) Dalam mengembangkan dan memajulkan dunia usaha di wilayah kerjanya, Kadin
Provinsi menjatankan:
a.  fungsi  sebagai  koordinalor, pendoremg dan  fasilitator peningkatan
ketnampuan Kadin Kabupaten/Kota;
b, fungsi memberdayakan Qrganisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha
sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha di

tingkat provinsi,

(11) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya, Kadin

Kabupaten/Kota menjalankan:

a.  Tungsi pembinaan perusahaan/pengusaha berdasarkan scktor
ckonomi/bidang usaha dalam kerangka pembangunan dunia usaha di tingkat
kab.upaten,’kota;

b, fungsi memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha
schingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha di

tingkai kabupaten/kota.

Pasal 16
Perangkat

(1) Perangkat arganisasi Kadin Indonesia terdiri atas:
a.  Musyawarah Nasional;
b.  Dewan Fertimbangan Kadin Indonesia;

¢.  Dewan Pengurus Kadin Indonesia,

{2) Perangkat organisasi Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota terdiri atas:
a.  Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota:
b, Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;

€. Dowan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.

{3y Dewan ...



{0

(2)

(3)
(4)
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Dewan  Perlimbangan dan  Dewan Pengurus sefiap  tingkat diangkat dan
diberhentikan  olch  dan  bertanggung  jawab  kepada  Musyawarah
Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing, yang tala caranya diatur lebih
lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17
Musyawarah Nasional

Musyawarah Nasional, disingkat Munas, adalah perangkat organisasi Kadin
Indonesia  sebagai lembaga perwakilan anggofa dan merupakan lembaga
kelkuasaan tertingei Kadin,

A, Munas disclenggarakan satu kali dalam lima tahun olch Dewan Pengurus
Kadin Indonesia dan pelaksanaannya paling ccpat dua bulan sebclum dan

paling lambal dua bulan sesudah masa jabatan kepengurusananya berakhir.

b, Dewan Pengurus Kadin Indonesia memberilahukan secara fertulis rencana
penyilenggaraan  Munas  sclambat-lambatnya  dua  bufan  sebelum

pclaksanaa‘n nya kepada seluruh peserta yang berhak hadir schagai peserta.
Munas dikadirl oleh peserta dan peninjau.

Peserla Munas lordiri atas:
a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Angeonia, yaitu:
a.1. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provins secara ax-afficio,
a.2. Utusan anggola provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus
Lengkap Kadin Provingi yang diagendakan khusus uniuk itu menjelang
Munas, schanyak dua orang;
b, Dewan Perfimbangan Kadin Indonesia;
€. Dewan Fengurus Leagkap Kadin Indoncsiag
d, Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan
Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilh melatul konvensi
menjelang Munas, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Ketentuan ...



(V)

(8)
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Keleninan mengenai Peninjau Munas diatoy dalam Anggaran Rumah Tangga,

Hak peserta Munas:

i,

[N

Setiap ulnsan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sehagaimana dimaksud
ayat (4) huruf & dan huruf d mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak
dipilik '

Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mempunyai hak bicara, hak dipitih dan
hak menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus
Kadin Indonesia;

Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia mempunyai hak bicara dan hak

dipilih,

seria hak-hak lainnya yang difetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan

[ain mengenal penyclcnggaraan Munas, sepanjang tidak bertentangarn dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban peserta Munas adalah menaafi dan melaksanakan semua ketentuan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serfa fata lerlib dan keteninan-

ketettuar lain mengenai penyclenggaraan Munas, scpanjang tidak hertentangan

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Munas mempunyal wewenang:

.

menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran
LDasar  ddn  Anggaran  Rumah Tangga, dan/atau  mengamanatkan
penyelenggaraan  Munassus  untuk  menetapkan  penyempurnaan  afau
perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertangzungjawaban atas
pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari
Dewan Pengurus Kadin Indonesia serta pertanggungjawaban pelaksanaan
fugas dari Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;,

menctapkan Kebijakan Umum dan Program Umum Organisasi schagai Garis
Busar Kebijakan dan Program Organisasi Tingkal Nasional;

menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan
tmasalah-masalak penting lainnya; '

memilih dan menganglkat Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan Dewan
Pengurus Kadin Indonesia.

(M a. FPemilihan ...
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Femilthan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan Dewan Fengurus
Kadin Indonesia schagaimana dimaksud ayat (8) huruf e dilakukan melalui
sisiem pemilihan Keiva Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang
sekaligus merangkap ketua formatur, dan empat orang anggota formalur.,
Formaiur schagaimana dimaksud huruf a diberi keépercayaan dan wewenang
untuk memifih dan menetapkan Dewan Periimbangan dan Dewan Pengurus
Kadin Indonesia.

Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dipilih dengan
mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan
Fertimbangan Kadin ndonesia. '

Tatacara pemilihan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin
Indonesia diatur dalain Anggaran Rumah Tangga.

(10} Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per

dua dari jumiah utusan Angzgota Biasa dan utusan Anzgota Luar Biasa Tingkat

Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, dan keputusannya

dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan ahggota jika disepakall sceara

musyawarih atau olch suara terbanyak dari pescela yang punya hak suara yang

hadir dalam Munas.

(11} Jika kuorum tidal tereapai, maka Munas ditunda paling lama dua jam.

(12) a.

Jika scsudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) kaormn belum juza
tercapai fetapi dihadiri oleh sekurang-lkurangnya satu per tiga davi jumlah
uttisan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional
sebagaimana dimaksod ayat (4) huruf a dan huraf d, maka Munas iciap
dilangsunglan, dan scmua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat
organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara
terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
Jika sesudah penundaan schagaimanea dimalsud ayat (11) yang hadir kurang
darl satu por tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar
Biasa Tingkal Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan haruf d,
maka Munas ditunda paling lama tiga bulan, dan Dewan Penguirus Kadin
Indonesia segera menjadwalkan kemball penyclenggaraan Munas dan
mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadirl Munas
kepada peserfa dan peninjau Munas.

c. Jika ..
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¢ Jika scsudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum tidak juga
tercapal, maka Munas tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang
diambil adalah sak dan mengikat organisasi dan anggzola jika discpakati secara
musyawarah atau olch suara terbanyak dari pescrta yang punyd hak suara
yang hadir dalam Munas.

(13) Khusus wniuk penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran

{n

()

Rumah Tangga, Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri
oleh sckurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah utusan Anggzola Biasa dan
utnsan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat {4) huruf
A dan huraf d, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan
anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari pescrta
yang punya hak suara vang hadir dalam Munas.

Fasal 18
Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub, adalah Munas yang
disclenggarakan  di  lwar  jadwal  berkala  Monas  uniuk meninta
perlanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelangzaran-
pelanggavan prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau
penyclewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh
Devean Pengurus Kadin Indonesia, dan/atau tidak herfungsinya Dewan Pengurus
Kachn Indonesia, sehingga ketentuan-kelentuan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah  Tangga dan/atan  kepulusan-keputusan  Munas  fidak  terlaksana

sehagaimana mestinya.

Munastub - sebagaimana  dimaksud  ayai (1) diselenggarakan berdasarkan
permintaan sckurang-kurangnya saiu per dua jumlah Kadin Provinsi dan satu per
dua dari jumlah Anggola Luar Biasa Tingkat Masional yang mengzikuti Munas
terakhir sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

4. Dewan ..



{3

i,

Dewan Pengurus Kadin Provins dan Pengurus Organisasl Perusshaan dan
Qrganisasi Pengusaha Tingkat Nasional berdasarkan keputusan rapat Dewan
Pengurus Kadin Provingi, serta Pengurus Orgamisasi  Perusahaan  dan
Organisasl Pengusaha Tingkat Nasional masing-masing memberikan
peringatan teviulis terlebih dahuly kepada Dewan Pengurus Kadin indonesia
alas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas
wakiu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.

Jika sctelah balas waklu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan terszbut
tidak diindabkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, maka Dewan
Fengurus Kadin  Provinsi serta Pengurus OQrganisasi Porusahaan dan
Organisasi Fengusaha Tingkat Nasional memberi peringatan lertulis kedua
dengan moemberikan batas wakiu paling lama figa puluh hari untuk
mermperbaikinya,

Jika sefelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus
Kadin Indonesia tidak juga mengindahkannya, maka Dewan Pengurus Kadin
Provinsi serta Pengurus QOrganisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha
Tingkat Nasional berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin
Provinsi dan Fengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha
masing-masing terlebih dahulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

dapal mengajukan permintaan untuk mengadakar Munastub.

Setiap Dewan Pengurus Kadin Provinsi seria Pengurus Otganisasi Perusahaan
dan Qrganisasi Pengusaba Tingkal Nasional yang meminta diadakannya
Munaslub dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan
berpendapat tclah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Dewan Pengurus

Kadin Indonesia,

Dewan Pengurus Kadin Provinsi serla Pengﬁrus Orzanisasi Perusahaan dan
Qrganisasi Fengusaha 'Tingkat Nasional yang menarik kembali permintaan
diadakannya Munaslub scbagaimana dimaksud huruf a fidak dibenarkan
menigulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya Munaslub uniuk

alasan kasus yang sama,

{4) Dewan ..



(1}

(5}

(G)
{7)

(3

(2
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Dewan Pengurus Kadin Provins] serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan
Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub
menjadi penyelenggara dan penanggungjawab Munashab.

Penyclenggara dan penanggungjawab Munaslub mempersiapkan tata tertib yang
juga memual tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang
telah dilakukan olch Dewan Pengurus Kadin Indonesia vang diangzap telah
menyinpang dan/atan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, dan atas penyelewengan-penyelewengan kenangan dan perbendaharaan
organisasi dan/atay tidak berfungsinga Dewan FPengurus Kadin Indoncsia

schagaimana mestinya,
Keputusan-Keputusan Munaslub mengikat otgzatisasi dan anggota,

Peserta Munaslub terdiri ntas;
4. Anggota Blasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
a.1. Para Kelua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara ex-ofiicio;
a.2. Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus
Lengkap Kadin Proving yang diagendakan khosus untuk in menjelang
Munaslub, sebanyak dua orang;
b. Dewan Pertimbangan Kadin Indoncsiag
¢, Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia;
d. Anggola Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan
Organisasi Pengusaha Tingkal Nasional yane dipilih melalui konvensi

menjelang Munasiub, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangza,
"ada Munaslub tidak ada peninjau.

Halk peserta Munaslub;

4. Setiap ulusan Anggola Biasa dan Anggola Luar Biasa sehagaimana dimaksud
ayat (7) huruf a dan huruf d mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak
dipilily;

b. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mempunya: hak bicara dan hak dipilih;

¢. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia mempunyal hak bicara dan hak
dipilih;

serta ...



{10}

(11}

(12}

(13
(14}
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scrta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketenuan
lain mengerai penyelengsaraan Munaslub sepanjang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban peserta Munaslub adalah menaafi dan melaksanakan semua ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rwinah Tangga serta lata tertib dan ketenluan-
ketentuan lain mengenai penyelengearaan Munaslub sepanjang tiduk bertentangan

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggu,

Munaslob mempunyai w'cwcmmg:

d. menilai, menerima dan mensahkan atay menolalk pertanggungjawaban
dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

b. jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewuan Pengurus Kadin Indonesia
sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka Munaslub
dapal memberhentikan Dewan Perlimbangan dan Dewan Pengurus Kadin
Indonesia;

¢. dalam hal lerjadi seperti tersebul pada huruf b, maka Munaslub scgera
melaksanakan pemitihan dan pengangkatan Dewan Ferlimbangan dan Dewan
Pengurus Kadin Indoncsia yang baru mclalui sistem pemilihan dengan cara

sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9),

Munaslub dinja fakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebil dari satu
per dua dari jumlah utusan Anggola Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tinglat
Nasional scbagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan huruf d, dan keputusannya
dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara
musyawarah atau ofeh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang
hadir dalam Munaslub.

Jika kuornm Hdrk lercapai, maka Munas ditunda paling lama dua jam.

Apabila scsudah penundaan tersebuf ayat (13} kuorum belum juga tercapai, maka
Munaslub dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munaslub
dipyatakan gugur.

Pasal 19 ...
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Pasal 12

Musyawarah Nasional Khusus

{1} Musyawarah Nasioral Khusus, disingkat Munassus, adalah Munas unfuk

{2}

{3)

{4)

menctapkan dan mensahkan:

a.
b.

perabahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; afan
pembubaran organisasi.

Munassus untuk menelapkan dan mensahkan perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Kumah langga schagaimana dimaksud ayat (1} huruf a
disclenggarakan olch Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan amanat
Munas alau permintaan/perselujuan dari sekurang-kurangnya dua pertiga
Jjumlah Kadin Provinsi dan dua per tiga jumlah Anggola Luar Biasa Tingkat
Nasional yang mengiluli Munas terakhir.

Munassus uniuk menetapkan dan mensahkan pembubararn  organisasi
sebagaimansa  dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Dewan
Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan permintaan dari sckurang-kurangnya

dua per tiga jumntah Kadin Provinsi,

Peserta Munassus terdin atas:

d.

o

Anggola Biasa yang diwakil oleh utusan Anggota, yaitu:

a1, Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara ax-offioro;

a.2. Uusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus
Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakar khusus untuk ity menjelang
Munassus, sebanyak dua orang;

Dewan Periimbangan Kadin Indonesia;

Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia;

Anggota Juar Biasa yang diwakili cleh ulusan Organisasi Perusahaan dan

Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional vang dipilih melalui konvensi

menjctang Munassus, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangza.

Peninjau pada Munassus:

d.

unttuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah ‘Tangga scbhagaimana
dimaksud ayat (1) huruf a, ketentuan mengenai peninjau Munassus sama

dengan ketentuan peninjau Munas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5);

b, uniuk ..,



(8)

{7}

(8)
()

T

b, untuk pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tidak

ada pertinjau Munassus.

Hak peserle Munassus:

4. Seliap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud
ayat (3) huruf a dan huruf d mempunyai hak suara dan hak bicara;

b.  Dewan Pertimbangan Kadin Indoncsia mempunyai hak bicara;

¢.  Dowan Pengurus Lengkap Kadin Indoncsia mempunyai halk bicara;

serla hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam ata tertib dan keteniman-ketentuan
fain mengenai penyelenggaraan Munassus sepanjang tidak bertenlangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban peserta Munassus adalah menaati dan melaksanakan sernug kelentuan
Anggaran Dasar dan Angearar Rumah Tangga seria tafa tertib dan ketentuan-
ketentuan  lain - mengenai penyclenggaraan  Munassus, sepanjang  tidak
bevtentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

& Munassus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
dinyatakan mencapai kuorum dan sah Jika dihadiri oleh sekurang-lkurangnya
dug pettiga dari jumlah utusan Angzota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa
Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d.

b, Munagsus unfuk pembubaran organsasi dinyatakan mencapal kuorum dan
saft jika dihadiri oleh seluruah uiusan Anggota Brasa dan utusan Anguota Luar

Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huref d,
Apabila kuorum tidak tercapai maka Munassus dapat difunda paling lama dua jam.

Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (8) kuorum belum juza
fercapul, maka Munassus dinyalakan batal dan permintaan untuk mengadakan

Munassus dinyatalan gugur.

(10) 4. Kepulusan mengenal penyempurnaan alau perubahan Angzaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga harus disepakati secara musyawarah atau aleh suarg
terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yvanz hadir dalam
Munassus  sctelah  Munassus dinyatakan mencapai koorum  dan  sah

sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a.

b.  Keputusan ...



{n

(2)

(3)

{4

(3

. A

. Kepufusan mengzenai pembubaran organisasi harus disepakati oleh seluruh
peserta yang mempunyal hak suara yang hadir dalam Munassus setclah
Murnassus dinyalakan mencapal kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat
{7) huruf,

Pasal 20
Dewran Perlimbangan Kadin Indonesia

Dewan  Pertimbangan Kadin Indonesia  adalah perangkat ovganisasi Kadin
Indonesia yang terdivi atas pelaku ekonomi dan wakil pengusaha provinsi yang
capitih dan diangkat oleh Munas/Munasiub melalui sisiem pemilihan sebagaimana
dimaksud Pasal 17 ayat (9).

Dewan Fertimbangan Kadin Indonesia berangsotakan pelaku-pelaku ekonomi
yang menyalurkan aspivasi kefiga unsur pelakn ckonomi, yang jumlahnya
disesuaikan dengan kebutuhan ditambah unsur pengusaha provinsi dari sctiap
Kadin Provinsi, yang masing-masing diwakili secara er-affero olch Ketua Dewan

Fertimbangan Kadin Provinsi,

Dewan Fertimbangan Kadin Indoncsia dipimpin oleh scorang Kefua dan cmpat
orang Wakil Ketua, masing-masing satu orang dari unsur Usaha Negara, unsur

Usaha Koperasi, unsur Usaha Swasta, dan unsur Pengusaha Provinsi,

Dewan Perlimbangan Kadin Indonesia dalam melaksanakan lugasnya bertanggung
Jawah kepada Munas.

Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia:

a.  melakokan pemantanan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran
Kuinah Tangga dan Keputusan-Keputusan Munas;

b, menilai dan mengusmikan penyetipurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut
atds laporan keyja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan olch Dewan
Fengurus Kadin Indoncsia;

¢, melakukan pemantauan tevhadap dinamika Anggota Luar Biasw agar tefap
sejakan dengan Kebijaksanaan Umuni Kadin, dan memberikan pertimbangan
dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai
pembinaannya;

d.  menyampaikan ..,



{6)

(7

d.  menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus Kadin
Indonesia baik diminta ataupun tidak mengenai hal-hal yang menyangkut
dunia usaha dan organisast;

¢. melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih,
transparan, profesional dan efika bisnis oleh dunia usaha dalam linglup
nasional, regional dan internasional scrta menyampaikan hasil penjlaian dan
saran-tindak kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

f. menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan
rancangan Program Umum Organisasi kepada Munas, setelah menampung
aspirasi dari Anggota Luar Riasa dan Penigusaha Provinsi;

g memfasilitasi penyelengzaraan konvensi Anggota Luar Biasa unigk
menctapkan utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat
Nasional pada Munas, Munaslub dan Munassus scbagaimang dimaksud Pagal
17 ayat (4} huruf d, Pasal 18 ayat (7} huruf d dan Pasal 19 ayat (3} huruf d,
sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

h. menyasun daftar nama calon Dewan Pertimbangan Kadin Indoncsia dan
Dewan Pengworus Kadin Indonesia dari Angzota Biasa Kadin scswal dengan
ketentuan Pasal 1 huruf m yang memiliki KTAB yang berlaku vang dicalonkan
atatpun mencalonkan dirt sesuai ketentuan Pasal 31, dan menyampaikannya

kepada Munas,

Dalam melaksanakan (ugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (G},
Dewan  Ferfimbangan Kadin Indonesin  dapat memberikan saran mengenai
pelaksanaan kebijalsanaan organisasi, Anggaran Dasar dan Angzaran Rumah
Tangga, dan mecngenal pelaksanaan Keputusan-Kepuiusan Munas kepada Dewan

Fenguras Kadin Indonesia.

Dalam mclaksanakan tugas dan wewenang schagaimana dimaksud ayat (8),
Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dapat membentuk komisi-komisi dari dan di
antara anggola Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yang menjadi mitra kerja

yang bersamaan dari Dewan Pengoarus Kadin Indonesia.

(8) Dowan ...



(8}

(9

(10}

(11}

(12}

Dewan Pertimbangan Kadin Indoncsia bekerja secara koleklif yang latacaranya
ditentukan dan discpakati oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangzan Kadin
Indoncsia yang diadulan menurut kebutuhan dengan kefentuan sckurang-

kurangnya sekali setahun.

Penampungan aspirast sebagaimana dimaksud ayat (5) huzuf f dilakukan dengan
mengadakan konsultasi ataw rapat-rapat dengan Anggota Luar Biasa, vaitu
Qrganisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik
Negara, DBadan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Swastg, dan Organisasi

Pengusaha Tingkal Nasional dan Pengusaha Provinsi.

Dewan Pertimbangan Kadin Indoncsia menyclenggarakan rapat pleno tahunannya
sebelum diselenggavakannya Rapat Pimpinan Nasional, untuk menvusun saran-

saran yang akan diajukan pada Rapat Pimpinan Nasional terschut.

Rapat pleno Dewan Fertimbangan Kadin Indonesia diryatakan mencapai kuorum
dan sah jika dihadiri oleh lebih dari salu per dua Jumlsh anggotanya dan
keputusan dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jika disepakaii oleh suara
ferbanyak dari angzota yane hadir.

Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda paling lama dua kali
tiga puluh menit,

(13) Apabila sesudah penundaan sehagaimana dimaksad ayat {12) kuorum tidak juga

{14)

lercapai tetapi dihadiri oleh sckurang-kurangnya satu per liga jumlah anggotanya,
maka sidang pleno tetap dilanzsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah
sah.

Rapatf pleno Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk pelaksanaan (ugas dan
wewchang schagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dan huruf % dilaksanakan

sebelum penyelenggarann Munas/Munaslub/ Munassus.

Pasal 21 ...



(1)

{2

(3)

(4}

(6)

Pasal Z1
Dewan Pengurus Kadin Indonesia

Deewan Penguris Kadin Indoncsia adalah perangkat organisasi Kadin indonesia dan mertpakan
pirmpinan tertingai Kadin, mewakili crganisasi keluar dan kedalam, dengan masa kepengurysan
fira falmn, yang dipilih dan digngkat oleh Munas/Munaslub melalui sistem

pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9),

Dewarn - Pengurus Kadin Indoncsia bertugas tenetapkan kebijakan pelaksanaan
fungsi dan tugas Kadin schagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serta
kepufusan-keputusan Munas dan Rapimnas, serta bertanggung jawab kepada
Munas.

Dewan Pengurus Kadin Indoncsia terdiri atas seorang Keiua Umum, beberapa
Wald] Kefua Umum, dan beberapa anggota pengurus yang bertugas sehagai Ketua
Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebatuhan,

Pemilihan  dan  pongangkatan  Dewan Pengurus Kadin Indencsia  dalam
Munas/Munaslub dilakukan melalui pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus
Kadin Indonesta yang sekaligus merangkap sebagal Ketua Formatur dan empat

anggola formatur sehagaimana dimaksud Pasal 17 ayaf ().

Rotiite (clap merupakan bagian kepengurusan Kadin Indonesia yang enanzani

aspele-aspek tintas-sekioral,

Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia merupakan kelengkapan perangkat
organisasi Tingkaf Nasional yang terdiri atas Dewan Pengurus Kadin Indonesia
schagaimana dimaksud avat (3) ditambah para Wakil Kefua Komite Tetap, dan
Ketua badan-badan dan/atan lembaga-lembaga infernal schagaimana dimaksud

ayat (7) huruf c.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud ayat (2} berwewenang:

a. menatapkan kebijakan dan rencana ketja;

b.  mengangkat para Wakil Ketua Komite Tetap yang mcrupakan bagian dari

kepengurusan Komite Telap yang jumlahnya discsuaikan menurut kebuiuhan;

¢.  membentulk ..



(&)

(9)

(10)

(11}

¢. wembentuk badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal, seperti komite-
komite luar negeri (bilateral, multilateral), komite-komite khusus/teknis,
lembaga-lcmbaga, badan-badan dan yayasan-yayasan;

d. membentuk panitia dan kontite khusus yang bersifat 2o Ao, serta mengangkat
penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untul berbagai kegiatan, tugas dan
usaha;

¢, menetapkan sanlsi arganisasi tcrhadap anggola Dewan Perlimbanzan Kadin
Indonesia  dan/atau  anggots Dewan Pengurus Kadin [ridonesia yang
melakulkan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Angzaran Rumah Tangsa,
dan ketentuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan  Dewan
Pertimbangan Kadin Indonesia;

f. menetapkan sanksi organisasi terhadap Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang
tidak melaksanakan dan/atan melakukan pelanggaran atas keteniuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Ketentuan Organisasi

lainnya seiclah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin Indoncsia.

Pembentukan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sehagaimana
dimaksud huruf ¢ dan d, diatur lerscndiri dalam keputusan Dewan Penzurus Kadin
Indonesia, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan

Pengurus Kadin indonesia,

Dewan  Pengurus Kadin Indoncsia mensahkan dan mengukuhkan Dewan

Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi hasil Musyawarah Provinsi.

Dewan Pengurus Kadin Incdonesia dapal mengangkat Anggota Kehormatan Kadin
Indonesia yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anzzaran Rumah
Tangza.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia bekerja secara kolektif yang tatacaranya

ditentukan dan disepakalti oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus Kadin Indonacsia,

Dewan Pengurus Kadin Indonesia uniuk menciapkan keputusan mengenai
masalah-masalah keorganisasian yang mendasar harus dilakukan dalam rapat
yang menecapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah
anggota Dewan Pengurus.

{12} Apabila ...



N

(12) Apabila kuorum tidak tcrcapai, maka rapat sebagaimana dimaksud ayat (11)

(13}

(14)

(15)

(16)

(1)

{22

ditunda sclama dua kali tiga puluh menit.

Jika scsudah dua kali penandaan schagaimana dimaksud ayat (12) kuarum tidak
juga tercdpai telapt dihadiri oleh sckurang-kurangays salu per tiga jumlah
anggotanya, maka rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusan vang diambil
adalah sals.

Dewan Fengurus Kadin Indonesia mengadakan Rapat Pimpinarn Nasional dan

rapat-rapatf lainnya yang dianggzap perlu.

Rapat-Rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia:

a. Rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesiza diadakan menuruf kebutuhan,
sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan.

b.  Rapat Ketua adalah rapat Ketua U dengan para Wakil Ketua Umum Kadin
Indonesia untuk pengambilan keputusan organisasi vang bersifal kebijakan
mendesak dan hasilnya harus dilaporkan kepada rapat Dewan Fengurus.

¢. Rapalt Dewan Fengurus Lengkap Kadin Indonesia schagaimana ditmaksud ayat
(6} diadakan menurut kebutihan, sekurang-kurangnya satu kali dalam enam

bulan, dan satu di antaranya diadakan sebelum Rapat Pimpinan Nasiongl.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia menerima saran-saran bail- diminta atatpun

tidak dari Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia,

Pasal 22
Rapat Pimpinan Nastonal

Rapat Fimpinan Nasional disingkat Rapimnas adalah rapat pimpinan jajaran
organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik

dalam perencanarn dan pelaksanaan program-program antar-jajaran.

Dewan Pengurts Kadin Indonesia menyelenggarakan R'apat Fimpinan Nasional,
disingkat Rapimmas, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, satu di
antaranya pada setiap awal tahun untuk menjalankan ketentuan sehagaimana

ditentukan pada ayat (7).

(3} Rapimnas ..,
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(3} Rapimnas dihadiri olch peserta dan peninjau.

(1) Pescrta Rapimnas terdiri atas:

(6)

{7)

Dewan Perlimbangan Kadin Indoncsia;
Dewan Fengurus Lengkap Kadin Indonesia;
Ketua Umuin-Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi;

Ketua Umum-Ketua Umum Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional.

Feninjau Rapimnas terdiri atas:

4.
b,

d,

Anggota Kehormatan Kadin Indonesia;

Utasan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang jumlahnya ditentukan oleh
Dewan Pengurus Kadin Indonesia,

Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang jumlahnya ditentukan oleh
Dewan Penguras Kadin Indonesia;

Direktur Fksekufif Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi,

Hak dan Kewajiban Peserta dan Peninjau Rapimnas:

i,

Sctiap pescria Rapimnas mempunyai hak yang sama, vaitu hak suara dan hak
bicara;

Kewajiban peserta Rapimnas adalah menaati dan melaksanakan semua
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seria tata tertib dan
ketentuan-kefentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapimnas, sepanjang
tidal bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Angzaran Rumah Tangea,
Hak peninjau Rapimnas diatur dalam tala tertib penyelenggaraan Rapimnas,
sepanjang Hdak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, |

Rapimnas meppunyal wewenang;

i

menetapkan Sasaran dan Program Keria Tahunan serta pembagian tuzas setiap
Jajaran organisasi;

melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upava sinergistik
dalamn perencanaan dan pelaksanaan program-program anar-jajaran;
membaniy Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk memutuskan hal-hal yang
tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggung -jiawabkan
kepada Mungs,

(8} a. Xhusus..



(8)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat (7) huruf c,
Rapimnas harus mencapal kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih
dari satu per dua jumlah peserta Rapimnas sebagaimana dimaksud ayal (4)
dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika
discpakati sccara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang
hadir.

Jila kuoram schagaimana ditnaksud huruf a tidak tercapai, maka Rapimnas
dapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali satu jam.

Jika scsudah penundaan sebagaimany dimaksud huruf b kuorum belum juga
fercapal, maka Rapirmnas tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang
ciambil adalah sah dan mengikat organisasi dav anggota jika disepakati secara

musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peseria vang hadir,

Pasal 23

Sekretariat Kadin Indonesia

Sekretariat Kadin Indonesia adalah pelaksana kebijakan. dan program kerja yang

ditetapkan Dewan Penguius Kadin Indonesia, scrta melakukan layvanan kepada

Angrota dan dunia nsaha.

Sekretariat Kadin Indonesia dipimpin olch seorang Direktur Eksekutil yang

merypakan tenaga professional, bukan pengusaha dan tidak boleh dirangkap cleh

anggota Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pertimbangan,

Direktur Eksekutif dalam melaksanakan layanan kepada Anggota dan dunia usaha

sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun program kerja dan

anggaran tahunan sekrctariat yang difetapkan oleh Dewan Pengurns Kadin

Indonesia.

Direktur Eksckutif dipilih melalul prosedur wji kelayakan dan kepatutan (4 and’

proper fosl) darl calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan

diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepads Dewan Pengurus Kadin

Indonesia.

{5} Direktur ..,



(5)

(6)

(1)

(2)

(3
(4)
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Direktur Eksekutif mengajukan strukiur organisasi Sekretariat Kadin Indonesia
untuk ditctapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Direkéur Fksekutif menetapkan uraian fugas dan tata kerja Sckretariaf Kadin

Indonesia.

Pasal 24
Musyawarah Provinsi/Kabupaien/Kota

Musyawarah Provinsi dan Kabupalen/Kota:

4. uniuk Provinsi disingkat Muprov, adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi
sebazai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan
tertinggi Kadin Frovinsi;

t. untuk Kabupaten/Kota disingkat Makab/ Mukota, adalah perangkat organisasi
Kudin Kabupeten/Kota sebagai lembaga anggota dan merupakan lembaga

kekuasaan tertingzi Kadin Kabupaten/Kota,

4. Muprov/Mukab/Mukota diselenggarakan satu kali dalam lilma tahun oleh
Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing~masing yang
pelaksanaannya paling cepat dua bulan sebelum atau paling lambat dua bulan
sesudah masa jabatan kepenguriisannya beralkhir,

b. Dewan Yengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota memberilahukan secara
terfulis rencana penyelenggaraan Muprov/Mukab/Mukota selambat-
lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaannya kepada seiuruh peseria yang

berhal hadir sebagai peserta.
Muprov/Mukab/Mukotfa masing-masing dihadiri oleh peserta dan peninjau.

Peserts Muprov/Mukab/Mukota lerdiri atas:
a.1. untuk Muprov: Anggota Biasa yang diwakill utusan Anggota, yaitu:
a.1.1. Para Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara ax~officio,
2.1.2. Utusan anggota kabupaten/kota yang dipilih dalam Rapat Dewan
Penguruzs Lengkap Kadin Kabupaten/Kota yang khusus diadakan
menjelang Muprov, sebanyak dua orang;

a.2, untuk ...



(5)

(6)
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4.2, untuk Mukab/Mukota: Anzgota Biasa yang bersangkufan;

b.

C.

Dcwan Perlimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan,

Dewan  Pengurus [Lengkap Kadin  Provinsi/Kabupaten/Kota  yang
bersangkutan; :
unfuk Muprov: Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang diwakili oleh utusan
Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang
dipilih melalul konvensi menjelang Muprov, dan diatur dalam Anggaran

Rumah Tangza,

Ketentuan mengenai Peninjau Muprov/Mukab/Mukota diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

M2k peserta Muprov/Mukab/Mukota:

a.l.

a.2,

untuk Muprov; Sefiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa
sehagaimana dimaksud ayat (4) huruf 2.1 dan huruf d. mempunyai hak suara
yang mencakup hak memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi
yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan empat oramg anggofa
formatur, hak bicara dan hak dipilih;

untulk Mukab/Mukota: Setiap Anggota Biasa yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud ayat (4) huruf a.2 wempunyai hak snara yang mencakup hak
memilih Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yangz sckaligus
merangkap Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur, hak bicara,
hak dipilih dan hak mengusulkan nama calon Dewan Pertimbangan dan
Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kola melalui Dewan Pertimbangan Kadin
Kabupaten/Kota;

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan
mempunyai hak bicara, hak dipilih dan hak menyusun daftar nama calon
Dewan Perlimmbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota,

Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi/Kabupalen/Kota yang bersangkutan
mempunyai hak bicara dan hak dipilih;

serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam fata tertib dan kefentuan-keteniuan

lain mengenai penyelenggaraan Musyawarah, sepanjang tidak bertentangan

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(7) Kewajiban ...
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-~ 51 -

Kewajiban peserta Muprov/Mukab/Mukota adalah menaati dan melaksanakan

semna ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib

dan ketentuan-kelentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprov/Mukab/

Muketa sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga.

Muprov/Mukab/Mukota mempunyai wewenang:

2.

memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari
Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, serta
pertanggungjawaban  pelaksanaan fugas Dewan . Pertimbangan yang
bersanzkutan;

menetapkan Program Umum sebagai Garis Besar Program Otganisasi Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang sejalan dengan Program
Umum Organisasi Tingkat Nasional;

menetapkan Kebijakan Umum Organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
yang bersangkuian, yang sejalan dengan kebijakan umum organisasi yang
tingkatnya lebih tingsi;

menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalaban organisasi dan
masalah-masalah penting lainnya;

memilih dan mengangkat Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin

Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutar.

Pemilihan dan pengangkatan Dewan Periimbangan dan Dewan Pengurus
schagaimana dimaksud ayat (8) huruf e dilakukan melalut sistem pemilihan
Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin
Kabupaien/Kota masing-masing, yang sckaligus merangkap sebagal kelua
formatur, dan empat orang angzota formatur.

Formatur scbagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang
uniuk memilih dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan,

Dewar Periimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
yang bersangkutan dipilih dengan menguiamakan nama-nama dari daftar

nama calon yang disusun oleh Dewan Perfimbangan masing-masing,

d. Dewan ..
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d. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
terpilih sclanjuinya dimintakan pensahan dan pengukuhannya kepada Dowan
Pengurus yang tingkatannya setingkat lebih tinggi. -

e. Tatacara pemilihan Dewan Periimbangaﬁ dan Dewan Pengurus Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam Angzaran Rumah Tangza.

{10} Muprov/Mukab/Mukota dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh:
a. untuk Muprov: lebih dari safu per dua darf jumiah utusan Anggota Biasa dan
Anggola Luar Biasa sebagaimana dimalisud ayat (4) huruf a.1. dan hurul d;
b. antuk Mukab/Mukola: lebih dari satu per dua jumlah Anggota Biasa yang
bersangkutan sehagaimana dimaksud ayat (4) buiir a.2;

dan keputusannya dinyatakan sah dan wmengikal organisasi dan anggota jika
discpakali sccars musyawarah atan oleh suara terbanyak dari peserta yang
mempunyai hak suara yang hadir dalam Muprov/Mukab/Mukota yang
bersangkutan.

(11} Jika kuorum fidak tercapai, maka Muprov/Mukab/Muketa vang bersangkufan
ditunda paling lama dua jam,

(12} Jika scsudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (I1) kuorum belum juga
tercapai, maka: '

a. untuk Muprowv:

a.1. Jika Muprov dikadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah
utusan Anggota Biasa dan Anggofa Luar Biasa sebagaimana dimaksud
ayat (4) huruf a. 1. dan huruf d, maka Muprov tetap dilangsungkan, dan
semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan
anggola jika disepakati secara musyawarah atau olch suars terbanyak

dari peseria yang punya hak suara dalam Muprov.,

a.2. Jika yang hadir kurang dari satu per tiga dari jumlah utusan Anggota
Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a. 1.
dan huruf d, maka Muprov ditunda paling lama tiga bulan, dan Dewan
Pengurus Kadin Provinsi sezera menjadwalkan kembali penyelenggaraan
Muprov dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali
menghadiri Muprov kepada Peserta dan Peninjau Muprov. '

a.3, Jika...
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a.3, Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf 4.2 kuorum tidak
juga tercapai, maka Muprov tetap dilangsungkan, dan scrmua keputusan
yangz diambil adalah sah dan mengileat organisasi dan anggofa jika
disepakati secara musyawarah alan olch suara ferbanyak dari peserta

yang punya hak suara yang hadir dalam Muprov.
b, untuk Mukab/Mukola;

b.1. Jika Mukab/Mukota dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga daxi
jumtlah Anggofa Biasa yang bersangkutan, Mukab/Mukota Ictap
dilangsungkan, dan semua kepuiusan vang diambil adalah sah dan
mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau
oleh suara terbanysk dari Anggota Biasa yang hadir dalam
Mukab/Mukota.

b.2. Jika yang hadir kurang dari safu per liga jumlah Angzota Biasa yang
bersangkutan, Mukab/Mukota ditunda paling lama tiga bulan, dan
Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota segera menjadwalkan kembpali
pehyelenggaraan Mukab/Mukota dan mengirimkan pemberitahuan dan
undangan kembali menghadici Mukab/Mukota kepada Peserta dan
Peninjau Mukab/Mukota.

b.3. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b.2 kuorum tidak
juga tercapai, maka Mukab/Mukota tetap dilangsungkan, dan semua
keputusan yang diambpil adalah sah dan mengikat organisas! dan anggota
jika disepakati secara imusyawarah atau oleh suara f::rbanyak dari

Anggota Biasa yang hadir dalam Mukab/Mukota,

Pasal 25
Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Biasa

(I} Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Biasa, disingkat Muprovlub/
Mukablub/Mukotalub, adalah Musyawarah yang diselenggarakan di luar jadwal
berkala Muprov/Mukab/Mukola unfuk meminfa pertanggungjawaban Dewan
Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai pelanggaran-pelanggaran

prinsip ...
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prinsip atas Anggaran Dasar dah Anggaran Rumah Tangga dan/atau
penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh
Dewan Pengurns Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau tidak berfungsinya
Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga ketentuan-ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggs dan atau keputusan-kepufusan

Muprov/Mukab/Mukela tidak lcrlaksana scbagaimana mestinya.

Muprovlub/Mukablub/Mukotalub  sebagaimana  dimaksud — ayal (1)

diselenggarakan berdasarkan permintaan dari:

a. unluk Muprovlub: sekurang-kuranguya safu per dua jumlah Kadin
Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan safu per dua dari jumlah Anggota
Luar Biasa Tinglkat Provinsi yang mengikuti Muprov terakhir

b, uniuk Mukablub/Mukolalub: sckurang-kurangnya satu per dua jumlah
Angzota Biasa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Permintaan penyelenggaraan Muproviub/Mukablub/Mukotalub  sebagaimana
dimaksud ayal (1) dan ayat (2) diajukan sesudah melalui tahap-tahap sebagai
berikut:

a. Adanya peringatan fertulis teriebih dahulu kepada Dewan Pengurus Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota  atas hal-hal scbagaimana dimaksud ayat (I}
sekalizus memberikan batas waktu paling lama tiga pulub hari unink
memperbaikinya yang diberikan;

a.l. untuk Muprovlub cleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, berdasarkan kepulusan rapat Dewan Penzurus Kadin

Kabupaten/Kota masing-masing yang bersangkutan,

a.2. unfuk Mukablub/Mukotalub oleh Anggota Biasa sebagaimana dimalksud
avat (2} huruf b,

b. Jika setelah batas wakiu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut
tidak diindahkan, maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
diberi peringatan ferfulis kedua dengan batas wakfu paling lama tiga puluh
hari untuk memperbaikinya.

c. Jika..
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Jika sctelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Fengurus
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota tidak juga mengindahkan peringatan tertulis

kedua tcrsebut, maka:

o1, untuk Muproviub: Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kola sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf a, baik sendivi-sendixi maupun bersama-sama,
dapat mengajukan permintaan unfuk mengadakan  Muproviub
berdasarkan kepufusan rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota
masing~masing yang bersangkutan terlebih dahulu;

c.2. untuk Mukablub/Mukofalub: Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayaf
(2y huruf b secara bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk
mengadakan Mukabhub/Mukotalub.

Setiap Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/ Kota/Anggota Biasa yang meminta
diadakannya Muproviub/Mukablub/Mukotalub  dapat menarik  kermbali
permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan
dalam penilaian atas Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota,

Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota/ Anggota Biasa yang menarik kembali
permintaan diadakannya Muproviub/Mukablub/ Mukotalub sehagaimana
dimaksud huruf & tidak dibenarkan mengulangl permintzan atau ikut
merinta diadakannya Muproviub/ Mukablub/ Mukotalub untuk alasan kasus
yang sama. '

{3) Penyclenggara dan penanggungjawab Muproviub/ Mukablub/Mukotalub:

H.

untuk Muproviub: Dewan-Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang
bersangkutan yang meminta diadakannya Muprovlub menjadi penyelenggara
dan penanggiing jawab pelaksanaan Muproviub setelah berkonsultasi terlebih

dahiilu dengan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

untuk Mukabiub/Mukolaiub:  Anggofa Biasa yang bersangkutan yang
weminta diadakannya Mukablub/Mukotalub menjadi penyelenggara dan
penanggung jawab pelaksanaan Mukablub/Mukotalub setelah berkonsultasi
terlchih dahulut dengan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkulan.

{6) Penyelenggara ...
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(6} Penyeclenggara dan penanggung jawab Muprovlub/Mukablub/Mukotalub
mempersiapkan tata tertib yang jugza memuaf fata cara penyampaian pendapat dan

{7)

(&)

penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan Dewan Penguras yang bersanglaitan

yang dianggap telah menyimpang dan atau tidak sesuai dengan Anggaran Lasar

dan Anggaran Rumah Tangga, dan atan penyelewengan keuangan dan

perbendaharaan organisasi dan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin

Provinsi/Kabupaten/Kota.

Keputusan-keputusan Muproviub/Mukablub/Mukotalub mengikat prganisasi dan
anggota.
Peseria Muprovlub/Mukablub/Mukotalub:

a.l.

untuk Muproviub: Anggota Biasa yang diwakili utusan Anggota, yaitu:

a.1.1. Para Kelua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sccara ex-offcry

a.1.2. Utusan Anggota kabupaten/kota yang dipilih dalam Rapat Dewan
Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota yang khusus diadakan

menjelang Muprov, sebanyak dua orang;

_untuk Mukablub/Mukotalub: Anggota Biasa yang bersangkutan;-

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersanglutan,
Dewan Pengurus lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/ Kola yang
bersangkutan; .

uniuk Muproviub; Anggota Luar Biasa yang diwakili cleh utusan Organisasi
Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang dipilih melalui
konvensi menjelang Muprov, dan diatur dalam Anggaran Kumah Tangga.

{9) Peninjau pada Muproviub/Mukablub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus yang

tingkatan organisasinya lebih tinggl.

(10) Hak pescrta Muproviub/Mukablub/ Mukotalub:

a.l.

untuk Muproviub: Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa
sebagaimana dimaksud ayaf (8} Wuraf a.1. dan huruf d mempunyai hak suara
yang mencaklip hak memilih Keiua Umurn Dewan Pengurus Kadin Provinsi
yang sekaligus merangkap Kclua Formatur dan cripat orang anggofa
formatur, hak bicara dan hak dipiﬁh;

a.2. unluk ...
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a.2. unfuk  Mukablub/Mukotalub; Setiap Anggota Biasa yang sebagaimana
dimaksud ayat (8) huruf a.2 bersangkutar mempunyal hak suara yang
mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupatent/Kota yang
sckaligus merangkap Ketua Formatur dan empat orang anggota formalur, hak
picara dan hak dipilih;

b, Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai hak bicara

dan hak dipilih;

Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinst/ Kabupatehf’ Kota yang bersangkutan

o

mempunyai hak bicara dan hak dipilih;

scrta hak-hak lainnya vang diletapkan dalam tata teriib dan ketentuan-ketentuan
lain mengenai penyelenggaraan Muproviub/ Mukablub/Muketalub yang tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban peserta Muproviub/Mukablub/Mukofalub adalah menaati  dan
mnelaksanakan semua ketenfuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta tata terfib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan
Muproviub/Mukablub/Mukotalub  sepanjang  tidak bertentangan  dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Muprovlab/Mukabiub/Mukotalub mempunyai wewenang:

a.  Mcenilai, menerima dan mensahkan atau mericlak pertanggungjawaban dan atau
kinerja Dewan Fengurus Kadin Provinsi/ Kabupaicen/Kota masing-masing.

b, Jika pertanggungjawaban dan atau kinerja Dewan Pengurus Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atan tidak
diterima, maka Muproviub/ Mukablub/Mukotalub dapat memberhentikan
Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
yatig bersangkutan. '

¢. Dalam hal terjadi seperti sebagaimana dimaksud huraf b, maka Muproviub/
Mukablub/Mukotalub segera mengadakan pemilihan dan pengangkatan
Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
baru yang bersangkutan dengan mengutamakan nama-nama yang tercanium
dalam daftar calon yang diusulkan pada Muprov/Mukab/Mukota
schelumnya, mclalai sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud
Pasal 24 ayal (D), dan selanjutnya dimintakan pensahan dan pengukuhannya
kepada Dewan Pengurus yang setingkaf lebih finggi.

(13) Muproviub/...
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(13) Muprovlub/Mukablub/Mukolalib dinyatakan mencapal kuorum dan sah jika
dihadiri cleh:

=

untek Muproviub: sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah uiusan
Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa scbagaimana dimaksud ayat (8) huruf
4.1 dan huruf d serfa keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisast
dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari
peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Muprovlub yang

bersangkutan;

untuk Mukabiub/Mukotalub: sckurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah
Anggola Biasa yang bersangkutan scbagaimana dimaksud ayat (8) huruf a.2
dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika
disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari pescria yang
mempuryal hak suara yang hadir dalam Mukabjub/Mukolalub  yang

bersangkutar.

(14) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Muproviub/Mukablub/Mukotalub yang

persangkutan ditunda paling lama dua jam.

(15) Apabila sesudah penundaanisebagaimana dimaksud ayat (14) kuorum belum juga

(1

tercapai, maka Muproviub/Mukablub/Mukotalub yang bersargkutan dmyatdkan
batal, dan permintaan untuk mengadakan wiuproviub/Mukablub/Mukotalub

dinyatakan gugur.

Pasal 26

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kola yang terdiri atas pelaku ckonomi dan walkil
pengusaha kabupaten/kota yang dipilih dan diangkat oleh Muprov/Muproviub/
Mukab/Mukablub/Mukota/ Mukotaiub masing-masing melalui sistem pemilihan
sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (9).

(2) Dewan ...
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Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota berangzotakan:

4. untuk provinsi: pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiza unsur
pelaku ekonomi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebufuhan, difambah
unsur pengusaha dari setiap kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan,
yang masing-masing diwakili secara ex-offficde oleh Ketua Dewan
Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota; .

b. untuk kabupaten/kota: pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi kefiga
unsur pelaku ekonomi yang jumiahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Dewan Pertimbangan Kadin Provirsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh:

a. untulk provinsi: scorang Kefua dan empat orang Wakil Ketua, masing-masing
salu orang dari unsur Usaha Negara atau unsur Usaha Daerah, unsur Usaha
Koperasi, unsur Usaha Swasta dan unsur Pengusaha Kabupaten/Kota, dengan
kelentuan Kelua Dewan FPertimbangan Kadin Provinsi secara cx-offfclo

merupakan anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia,

b.  untuk kabupaten/kola: seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua
dengan ketentuan Kefua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kola secara
ax-officio merupakan anggota Dewan Perfimbangan Kadin Provinsi yang

bersangkutan.

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan
tugasnya berfanggung jawab kepada Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.

Tugas dan wewenang Dewan Pertiribangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota:

a, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran
Kumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Muprov/Mukab/Mukola masing-
masing; _

b. menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atan penelitian lebih lanjut
atas laporan kerja, kenangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan
Pengurus masing-tasing; '

¢. melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota luar Biasa Kadin
Provinsi/ Kabu.patenf Kota masing-masing agar tﬁ:té.p sejalan  dengan
Kebijaksanaan Umum Kadin dan memberikan perfimbangan dan saran-saran
kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing
mengenal pembinaannya,

d. menyampaikan ...
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d. menyampaikan perfimbangan dan saran kcpada Dewan Pengurus masing-
masing, mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan organisasi;

c. mclakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih,
transparan dan profesional oleh dunia usaha dalam lingkup nasional, regional
dan inlernasional scrla menyampaikan hasil penilaian dan saran-tindak
kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;

f.  menyampaikan perfimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan
rancangan Programn Urmum Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota kepada
Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan, sefelah menampurng aspirasi
dari Anggota Luar Biasa Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing, seria
Pengusaha Kabupaten/Kota,

2. menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus
Kadin Provinsi/Kabupaten/Keta dari Anggota Biasa Kadin yang bersangkutan
sesuai dengan ketenfuan Pasal I huruf m yang dicalonkan ataupun
mencalonkan diri scsual kefeniuan Pasal 31, yang memiliki KTAB yang
berlake, dan menyampaikannya kepada Muprov/Mukab/Mukota yang

bersanglkutan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang scbagaimana dimaksud ayat (5),
Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan saran
mengenai pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
kebijaksanaan  Dewant  Pengurus  Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota  yang
bersangkutan, dan mengenai pelaksanaan Kepulusan-Keputusan Muprov/Mukab/
Mukota masing-masing kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Rota.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang schagaimana dimaksud ayat (6), setiap
Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membentuk komisi-
komisi dari dan di antara anggotanya yang menjadi mifra kerja bidang-bidang
vang bersamaan dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kofa masing~
masing.

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja sccara kolekfif yang
lata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat pleno Dewan
Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupafen/Kota yang diadakan menuruf kebutuhan,

dengan ketentuan sekurang-kurangtya sekali setahun.

(9) Penampungan ...
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Penampungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dilakukan dengan
mengadakan konsultasi atau rapat-rapat dengan Anggofa Luar DBlasa yaitu
Organisasi Perusahaan vang keanggotaannys ferbuka bagl Badan Usaha Milik
Negara, DBadan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta, serta Organisasi
Pengusaha Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kofa musing-masing serta Pengusaha
Kabupaten/Kota unfuk Kadin Provinsi

Dewan Pertimbangzan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kofa menyelenggarakan rapat
pleno tahunannya sebelum diselenggarakannya Rapat Fimpinan Provinsi/
Kapupaten/Kota masing-masing, untuk menyusun saran-saran yang akan

diajukan pada Rapat Pimpinan masing-masing,.

(11) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dinyatakan

mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah
anggotarya dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jika
disepakati olch suara terbanyak dari anggota yang hadir.

(12) Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda paling lama dua kali

tiga puluh menit.

(13) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (12) kuorum tidak juga tercapai tetap

dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggofanya, maka sidang
pleno tetap dilangsungkan dan semua kepufusan yang diambil adalah sah.

(14) Rapat plenc Dewan Pextimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kofa untuk

(1)

pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5) huraf f dan
huruf g difaksanakan sebelum penyelenggaraan Muprov/Muproviub/Mukab/
Mukablub/Mukota/Mukotalub masing-masing.

Pasal 27
Dewan Fengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkal organisasi
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin tingkat
yang bersangkutan, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa jabatan

kepengurusan lima tahun,

(2} Dewan ..
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Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota bertugas meclaksanakan fugas,
fungsi dan kegiatan Kadin sebagaimana dimaksud Fasal 9 dan Pasal 10 serta
keputusan-keputusan  Muprov/Mukab/Mukota  dan  Rapimprov/Rapimkab/
Rapimkota dan bertanggung jawab kepada Muprov/Mukab/Mukota,

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/ Kota terdiri atas:

a. untuk Provinsi: seorang Keina Umum, beberapa Wakil Kefua Umum, da;n
beberapa anggota pengurus yang bertugas sebagai Ketua Komite Tetap yang
jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan;

b. unluk Kabupaten/Kofa: scorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, dan beberapa
anggota penguris yang bertugas sebagai Ketua Komife Tetap yang jumlahnya
disesuaikan menurut kebutuhan.,

Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
dalam  Muprov/Muproviub/ Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub  dilakukan
melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi/Ketua Dewan
Pengurus Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan
empat anggota formatur sehagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (9).

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipilih:

4. untuk Provinsi: dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon
yang disusun olch Dewan Perlimbangan Kadin Frovinsi masa jabatan
schelumnya.

b. untuk Kabupaien/Kota: dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama
calon yang disusun oleh Dewan FPerlimbangan Kadin Kabupaten/Kota masa
jabatan sebelurmnya berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota
Biasa Kabupaten/Koia yang bersangkufan.

3

Komite Tetap merupakan bagian kﬁ-.pcngurusah Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
yang mcnangani aspck-aspek lintas-sektoral.

Dewan Pengurus Lengkap Kadin  Provinsi/Xabupaten/Kota merupakan
kelengkapan perangkat organisasi Tingkat Provinsi/ Kabupalen/Kota, terdiri afas
Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3)
huruf a dan huruf b ditambah para Wakil Ketua Komite Tetap dan Ketua
Badan-Badan dan/atau lembaga-Lembaga internal sebagaimana dimaksud

ayat (8} huruf c.
(&) Dewan...
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Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupatcn/Kota dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud ayat (2) berwewenang: |

a. menetapkan kebijakan dan rencana kerja;

b,  mengangkat Wakil Ketua Komite Tetap sebagai bagian kepengurusaﬁ Komiic
Tetap bila diperlukan; _

¢. membeniuk badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal, seperti komitc-
komite luar negeri bilateral dengan Kadin atau organisasi scjenis di [uar negeri
yang sefingkat (proviusi afau ncgara bagian, unfuk Provinsi, distrik/kota
untuk Kabupaten/Kota), serta komite-komite khusus/teknis, lombaga-
lembaga, badan-badan dan yayasan-yayasan;

d.  membentuk komite-komite khusus dan panitia-panitia yang bersifat ae~foc
dan mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai
kegiatan, tugas dan usaha; '

¢.  Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota berwewenang menetapkan
sanksi organisasi ferhadap anggota Dewan Perfimbangan dan/atau angsota
Dewan Fengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Keta yang bersangkutan yang
melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggarari Rumah Tangga,
dan keientuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengzan Dewan
Pertimbangan masing-masing;

f.  Dewan Pengurus Kadin Provinsi berwewenang menetapkan sanksi crganisasi
{erhadap Dewan Pongurus Kadin Kabupaten/Kota yang tidak welaksanakan
dan/atau melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Angsaran Rumah
Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, sctclah berkonsuliasi dengan

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.

Pembentukan badan-badan dan/afau lembaga-lembaga internal scbagaimana
dimaksud huruf ¢ dan huruf d diafur lersendiri dalam Kepulusan Dewan Pengurus
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kofa berdasarkan peraturan organisasi yang ditetapkan
oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Dewan Pengurus Kadin Provinsi mensahkan dan mengukuhkan Dewan
Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota hasil Muprov/
Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub di provinsi yang

bersangkulan.

{10y Dewan ...
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Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapaf mengangkat Angzota
Kehormatan pada tingkatannya masing-masing, yang pengaturannya ditetapkan
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja secara kolekfif yang
tatacaranya diteniukan dan disepakati oleh dan dalam rapat masing-masing.

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota unfuk menefapkan kepuiusan
mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar haras dilakukan dalam
rapat yang mencapal kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua

jumlah anggota Dewan Penguris.

Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapaf sebagaimana dimaksud ayat (12)

ditunda paling lama dua kali tiga puluh menit.

Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (13) kuorum tidak juga
lercapai tetapi dihadiri olch sekurang-kurangnya safu per tiga jumlah anggotanya,
maka rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.

Dewsn Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mengadakan Rapat Pimpinan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan rapat lainnya yang dianggap perlu.

Rapat-Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota:

a. Rapat Dewan PFengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Koia masing-masing
diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan.

b, Rapat Ketua adalah Rapat Ketua Umum/Ketua dengan Wakil Ketua Umum/
Wakil Ketua masing-masing uniuk pengambilan keputusan Organisasi yang
bersifat kebijakan mendesak dan hasilnya harus dilaporkan kepada Rapat
D'ewan Pengurns,

¢. Rapat Dewan Pengurus lengkap sebagaimana dimaksud ayat (7) diadakan
menurit kebutihan, sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan, satu di
antaranya diadakan sebelum disclenggarakannya Munas / Munaslub /
Munassus / Muprov / Muproviub / Mukab / Mukablub / Mukota /

Mukotalub masing- masing,

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kola menerima saran-saran, baik

diminta ataupun tidak, dari Dewan Pertimbangan masing-masing,.

Pasal 28 ...
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Pasal 28
Rapat Pirpinan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

Rapat Pimpinan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, disingkat Rapimprov/Rapimkab/
Rapimkota, adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi,
sinkronisasi dan upaya-upaya sinergisiik dalam perencanaan dan pelaksanaan

program-program anfar-jajaran pada tingkat masing-masing.

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menyclenggarakan Rapimprov/
Rapimkab/Rapimkota, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, satu di
antaranya pada awal setiap tahun untuk menjalankan ketentuan schagaimana

dimaksud ayaf (7).
Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota dihadiri oleh peserta dan peninjau.

Peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota terdiri atas:
Dewan Pertimbangan masing-masing;

a

b, Decwan Pengurus tasing-masing;

c. Ketua-Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota untuk Rapimproy;
d

Ketua scliap Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.

Peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota ferdiri atas:

a. Anggota Kehormatan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

b.1. untuk Rapimprov; Direktur Eksekutif Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/
Kota yang bersangkutan;

b.2. untuk Rapimkab/Rapimkota: Dirckfur Fksekutif Kadin Kabupaten/Kota yang

bersangkutan.

Hak dan Kewajiban Peserta dan Peninjau Kapimprov/Rapimkab/Rapimkota:

a. Setiap peserta Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota mempunyai hak yang sama,
yaifu hak suara dan hak bicara.

b. Kewajiban peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota adalah menaali dan
melaksanakan scmua kefentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta lata tertib dan  kefentuan-ketentuan lain  mengenai
penyelenggaraan  Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota  sepanjang  tidak
bericniangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Ruinah Tangga.

c. Hak...



c.
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Hak peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota diatur dalam fala fertib
penyelenggaraan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota  sepanjang  tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

{7) Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota mempunyal wewenang:

i,

(8) a.

Menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan scrfa pembagian tugas
seliap jajaran organisasi.

Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik
dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran.
Membantu Dewan  Pengurus  Kadin  Provinsi/Kabupaten/Kota  uniuk
memutuskan hal-hal yang fidak dapat diputuskan sendiri dan hasilnya
diperlanggungjawabkan kepada Muprov/Mukab/Muketa yang bersangkutan.

Khusus uniuk pelaksanaan wewcnang yvang dimaksud ayat (7) huruf c,
Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota haras mencapal kuorum dan dinyatakan
sah  jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah peserta
Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota sebagaimana dimaksud ayat (4) dan
keputusannya dinyafakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika
disepakatl sccara musyawarah atau oleh suara ferbanyak dari peserta yang
hadir,

Jika kuorum sehagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka Rapimprov/
Rapimkab/Rapimkota dapat difunda sebanyak-banyaknya dua kali satu jam.
Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga
fercapai, maka Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota tetap dilangsungkan dan
semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan
anggola jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara ferbanyak dari
peserta yang hadir dalam Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota yang hadir.

Pasal 29

Sekrctariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

{1) Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah pelaksana kebijakan dan
program kerja yang ditetapkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota

dan melakalkan layanan kepada anggota dan dunia usaha.

(2)  Sekretariat...
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Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Direkfur
Eksekutif yang merupakan tenaga professional, bukan pengusaha dan fidak boleh

dirangkap clch anggoeta Dewan Pensurus dan/atau Dewan Pertimbangan.

Direktur Eksekufif dalam melaksanakan layanan kepada Anggofa dan dunia usaha
sebagaimana dimaksud ayaf (1}, berkewajiban menyusun program kerja dan
anggaran tahunan sekretariat yang difetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin
Provingi/Kabupaten/Kota masing-masing.

Dircktur eksckutit dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (57 and
proper fesh dari calon yang discleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan

oleh dan berfanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/
Kota masing-masing.

Direklur Eksckulif mcnetapkan struktur organisasi Sekretfariat Kadin Provinsi/
Kabuten/Kotla masing-masing berdasarkan persefujuan Dewan Pengurus Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing,

Direktur Eksekufif menetapkan uraian tugas dan tata. kerja Sekretariat Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pagal 30
Keanggotaan

Anggota Kadin adalah pengusaha Indonesia, baik orang perscorangan,
persekutuan atau badan hukum, yang mendirikan dan menjalankan usahanya
sccara tetap dan ferus menerus, dan Organisasi Perusahaan yang keanggoiaannya
terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha
Koperasi dan Badan Usaha Swasta, serta Organisasi Pengusaha yang kesemuanya

didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalku,

(2) Keanggotaan ...



{?) Keanggotaan Kadin terdiri atas:

a.

Anggota Biasa adalah pengusaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud
Pasal 1 huruf m;

Anggota Tercatat adalah pengusaha atau perusahaan yang berstatus {ercataf
schagaimana dimaksud Pﬁsal T huruf n;

Anggota Luar Blasa, adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha
sebagaimana dimaksud Pasal T huruf o;

Anggota Luar Blasa Tercatat, adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi

Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf p.

(3) Ketentuan untuk menjadi Anggota Kadin diatur lebih lanjut dalam Anggaran

(1

Rumah Tangga.

Pasal 31

Hak Anggola

Anggota Biasa mempunyai:

.

Hak suara, adalah hak mcngambil keputusan dalam Munas/Munashub/

Munassus/Muprov/ Muprovlah/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, dan

hak memilih Ketua Umum/Ketua yvang sckaligus merangkap sebagai Kelua

Formatur dan empaf orang anggofa formatur dalam Munas/Munasiub/

Muprov/ Mukab/Mukota/ Muproviub/Mukablub/Mukotalub;

Hak dipilih, adalah hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam

kepengurusan Kadin,

Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan

mengajukan perfanyaan;

Ilak pencalonan, adalah hak Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota untulk:

d.1. mengusulkan nama calon uniuk jabatan di Dewan Fengurus dan Dewan
Pertimbangan Kadin Tingkat Kabupaien/Kota; dan

d.2. untuk mengajukan usul pengangkatan seseorang mcnjadi Anggota
Kehormatan Kadin Tingkat Kabupaten/Kota;

Hak pelayanan, adalah hak uniuk mendapatkan informasi, bimbingan,

banfuan dan perlindungan organisasi dalam menjatankan usahanya,

{2) Anggota ..



(2)

Anggota Tercatat memperoleh pengakuan berupa Karfu Anggota Tercaiaf,
disinglkat KAT.

{3) Anggota Juar Biasa mempunyai:

(4)

(3)

&,

Hak suara, adalah hak Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional atau Tingkat

Provinsi uniuk mengambil kepufusan dalam Munas/Munaslub/Munassus/

Muprov/Muproviub dan hak memilik Ketua Umum/Kelia Dewan Pengurus

yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota

foxrmatur dalam Munas/Munaslub/Muprov/Muproviub,

Hak dipilih adalah hak menerima kepercayaan untuk menduduki jabatan

dalam kepcngurusan Kadin;

Hak bicara, adalah hak mengajukan wusul, saran dan pendapat dan

mengajukan perfanyaan,

Hak pencalonan, adalah;

d.1. Hak Anggota Luar Biasa Tingkai Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat
Kabupalen/Xota untuk mengusulkan nama calon untuk jabatan di
Dewan Pengurus dan Dewan, Perfimbangan masing-masing;

d.2. Hak Anggota Luar Biasa Tingkat Masional, Tingkat Provinsi dan Tingkat
Kabupaten/Kota untuk mengajukan usul pengangkatan seseorang
menjadi Anggota Kehormatan Kadin,

Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, hitnbingan,

bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Anggzota Luar Biasa Tercatat memperoleh pengakuan berupa Kartu Anggota Luar
Biasa Tevcatat, disingkat KALDT,

Anggota Bjasa yang berbentuk badan hukum afau perusahaan dalam

menggunakan haknya sesuai kefentuan ayat (1) diwakili oleh satu orang pengurus

perusahaan terschuf yang mendapat kuasa dari perﬁsahaa,n yvang bersangkutan

guna mewakilinya dalam organisasi Kadin.

(6) Dalam ...



(6) Dalam menampung Hak Anggota Biasa secbagaimana dimaksud ayat (1), khususnya

(7)

huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, diberlakukan sistem perwakilan, yaitu:

a.

Dalam forum-forum Munas, Munaslub dan Munassus, Anggota Biasa diwakili

oleh utusan Anggota, yaiin;

a.1. Para Ketva Umum Dewan Pengurus Provinsi secara ex-o/ffeio;

a.2, Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus
lengkap Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang
Munas/Munaslub/Munassus, scbanyak dua orangz, dan diatur dalam
Angzaran Rumah Tangga. _

Dalam forum-forum Muprov/Muprovlub, Anggota Biasa diwakili oleh utusan

Angeota, yaify:

b.1. Para Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Xota secara ex-offfcro;

b.2. Utusan anggota Kabupafen/Kota yang dipilih dalam Rapat Dewan
Penzurus Lengkap Kabupaten/Kota vang diagendakan khusus untui it
menjelang Muprov/Muproviub sebanyak dua crang, dan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga. _

Dalam forum-forum Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, Anggota Biasa

di Kabupalen/Kota menggunakan haknya sendiri. Jika jumlahnya dianggap

ferlalu besar dan secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Mukab/

Mukablub/Mukecla/Mukectalub, hak Anggota Biasa dilaksanakan dengan cara

perwakilan Anggota yang tata caranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Dalam menampung Hak Anggota Luar Biasa sebazaimana dimaksud ayat (3) untuk

Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muproviub, khusasttya huruf a, haruf b,

huruf ¢, dan huruf ¢.2 Anggota Luar Biasa diwakili oleh wiusan Organisasi
Ferusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi yang

dipilin melalui konvensi dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga,

Pasal 32 ...
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Pasal 32

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota Kadin berkewsjiban:

i,

(1)

(Z)

(3)

Menjagza dan menjunjung finggi nama bailk organisasi, serta menaafl dan
melaksanakan seperubnya semua lketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga dan ketenfuan-ketentuan organisasi lainnya.

Membayar uang pangkal dan vang iuran anggota sebagaimana dimaksud Pasal 37,
kecuall bagi Anggota Tercatat dan Anggota Luar Biasa Tercatat sebagaimana
dimaksud Pasal 1 huruf n dan huruf p yang hanya wajib raembayar KAT dan
KALBT.

BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 33

Semua kepulusan yang diambil dalam setiap musyawarah atan rapat dilakukan
atas dasar musyawarah dan mufakat, atau dengan cara pemungufan snara.

a. Dalam setiap pemungutan suara yang tidak menyangiui pemilihan orang,
maka;

a.1. sciiap Anggota Biasa mempunyai Hak Suara yang sama;

a.2. dalam hal Anggota Biasa menurut tingkatan organisasinya diwakili oleh
niusan Anggota Provinsi dan utusan Anggota Kabupaten/Kofa masing-
masing, maka scliap utusan fersebut mempunyai hak yang sama.

b. Pemungutan suara tersebut huruf a dilakukan secara lisan atau secara fertulis.
¢, Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara serempak atau anggota demi

anggota,

Pemilthan Ketua Umum/Ketua Dowan Pengurus vang sckaligus merangkap
sehagai ketua formatur dan empat oréng anggofa formatur dapat dilakukan
dengan cara musyawarah dan mufakat, atau dilakukan dengan cara pemungutan
suara dengan asas langsung, bebas dan rahasia dari para peserta musyawarah
yang bersangkutan yang memiliki hak suara, yang diafur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII ...
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(Z)

(3)
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BAB VIII
MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN
PERGANTIAN ANTAR-WAKIU

Pasal 34
Masa Jabafan
Masa jabatan kepengurusan Kadin ditetapkan untuk jangka wakiu lima tahun.

Khusus untuk jabatan Kelua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Ketua
Umum Dewar Pengurus Kadin Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kola, dapat dipilih hanya dua kali, baik berturut-turul maupan tidak
berturat-turut, terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1987.
Anggota Dewan Periimbangan dan Dewan Pengurus fidak boleh merangkap
jubatan pada :

a. Dewan Pengurus di tingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda,

b. Dewan Pertimbangan di tingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda.

Masa jabatan kepengurusan baru hasil Munaslub, Muproviub/Mukablub/
Mukotalub masing-masing adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan
kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 33

Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang Dewan Pengurus:

a.

untuk Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Frovinsi:

jika Ketua Umum berhalangan sementara dan atau karena sesuafu schab tidak
dapal menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, mala salah seorang Wakil
Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi yang bersangkutan yang ditunjuk
oleh Ketua Umum berlindak untuk dan atas nama Ketua Umum unfuk jangka

waktn terscbut,

b, anfuk ..



b.
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untuk Dewan Pengurus Kabupaten/Eotfa;

jika Ketua berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab fidak dapat

menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua

vang ditunjuk oleh Kelua berlindak untuk dan atas nama Ketua unfuk jangka

wakfu tersebut,

Pasal 36

Pergantian Antar-Wak

Ferganiian antar-waktu Dewan Pengurus:

i,

b.

Jika Ketwa Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia atau Provinsi dan Ketua
Dewan Pengurus Kabupaten/Kota berhalangan ielap dan/atan karena sesuatu
sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibanuya sampai
masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum Dewan
Pengurus Kadin Indoncsia alau Provinsi digantikan oleh salah seorang Wakil
Kefua Umum  Kadin Indonesia/Kadin Provinsi, sedangkan jabatan Kefua
Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota digantik-an oleh salah scorang Wakil
Ketua, yang masing-masing ditetapkan oleh dan dalam Rapat Dewan Pengurus

masing-masing yang diagendakan untuk keperluan itu.

Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan
Pengurus, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan
ditetapkan  dalam  rapat Dewan FPengurus = masing-nasing  yang

mengagendakan hal tersebut dalam waktu sclambat-lambatnya tiga bularn.

Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b diberitahukan kepada Dewan Pengurus yang organisasinyd
setingkat lebih tinggi untuk disahikan dan dikukuhkan, dan kepada Dcwan
Pertimbangan pada tingkat organisasi yang bersangkutan, serta
dipertanggungjawabkan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota  yang
bersanghkutan,

(2) Pergantian ...
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Pergantian antar-waktu Dewan Perlimbangan:

a,

Jika Keiua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kofa
berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan
dan/afau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan
berakhir, maka jabatan Ketua digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua yang
ditetapkan dalam dan oleh Rapat Dewan Pertimbangan masing-masing yang
diagendakan uniuk keperluan tersebut,

b, Jika karcna sesuatu sebab terjadi lowongzan dalam keanggotaan Dewan

C.

Pcrtimbangan, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan
dan ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pleno Dewan Perlimbangan yang
bersangkutan yang mengagzendakan hal tersebuf dalam wakiu selarabat-

lambatnya tiga bulan.

'lindakan yang dilakukan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b harus diberitahukan kcpada Dewan Pertimbangan yang
organisasinya sefingkat lcbih tinggi, Dewan Pengurus pada tingkat yang
bersangkutan, dan kepada Dewan Penguirus yang organisasinya setingkat lebih
tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, serta dipertanggungjawabkan kepada
Munas/Muprov/Mukab/Mukota masing-masing. ' '

Anggola Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus yang tidak lagi berfungsi

sebugai pengusaha atau berpindah domisili usaha atau tugasnya (unfuk pejabat

BUMN dan BUMD) wajib melepaskan jabatannya sebagai anggofa Dewan

Pertimbangan dan Dewan Pengurus, dan sclanjutnya akan digantikan oleh yang

lain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2}.

(4) Jika masa jabatan pengganti Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia/

Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kola sebagaimana dimaksud

ayat (1) lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka masa jabatan Ketua

Umum/Ketua Dewan Pengurus pengganti tersebut dianggap satu periode.

BAB IX ...
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BABIX
PERBENDAHARAAN
Pasal 37
Sumber Dana

(1) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:
a&. Uang pangkal dan uang iuran anggota;
b,  Sumbangan anggota;
¢, Baniuan pihak-pihak lain yang lidak mengikat;

d. Usaha-usaha lain yang sah,

(2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan
Peraturan Organisasi yang disepakati dalam Rapimnas dan ditefapkan dengan
Keputusan Dewan Pengurus Kadin indonesia.

Pasal 38
Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan

Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung jawab afas pengawasah
pengzunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi pada fingkatannya

masing-asing,

BAB X
PERUBAAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 39
Pcrubahan Anggaran Dasar

Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disabkan berdasarkan
ketetapan Munas, schagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (8) huruf a afau Munassus

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huraf a dan ayat (2) huruf a.

Pasal 40 ...
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Pasal 40
Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi harus melalui Munassus schagaimana diatur dalam Pasal

18 ayat (1) huruf b dan ayat (2} hurutb,

Jika organisasi dibubarkan maka Munassus sekaligus menetapkan penghibahan
dan/atau penyumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan-badan

sosial dan/atau yayasan-yayasan terfentu.

BAB XI
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 41

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga, dan fidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Anggaran Rumah Tangga scbagai penjabaran Kketenfuan-ketentunan Anggaran

Dasar disahkan oleh Munas/Munassus.

BAE XII
PERATURAN ORGANISASI, PENSAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 42
Peraturan Organisasi

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggarvan Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga diatur dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan
Pengurus Kadin Indonesia yang isinya tidak boleh berieniangan dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Dalam ...



(2}

(1)

(2)
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Lrtalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbullan penafsivan yang berbeda,
maka menurut uratannya berfurut-turut yang berlaka untuk menjadi pegangan
adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
langga, Kepulusan Munas/Munaslub/Munassus, Kepufusan Rapimnas, Keputusan
Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Keputusan Muprov/Muproviub, Kepulusan
Rapimprov, Kepuiusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi, Keputusan Mukab/
Mukablub/Mukota/Mukotalub, Keputusan Rapimkab/Rapimkota, dan Keputusan
Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota,

Pasal 43
Pensahan

Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran
Dasar yang diletapkan dan disahkan dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia
tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang disefujui dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1888 tangzal 28 Januari 1988; Munas Kadin
yang perkama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 17
Desember 1988; Munassus Kadin pada tanggal 7 Juni 1994 di Jakarta yang
disetujui dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1996; Munassus Kadin
tanggal 50 Novernber 1999 yang disetujul dengan Keputusan Presiden Nomor 61
Tahun 2000; Munassus Kadin tanggal 17 Desember 2003 yang disefujui dengan
Kepuiusan Presidcn Nomor 14 fahun 2004; ditetapkan dan disahkan oleh
Munassus Kadin fanggal 8 Juni 2008 di Jakarfa serta dinbah/disempurnakan dan
disahkan dalam Munassns Kadin 2008 pada tangzal 8 Maref 2006 di Jakarta,

Scluruh Anggota Kadin bersepakat menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini
diberlakukan setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia
nengenai persclyjuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri vang ditetapkan dan disahkan dalam Munassus Kadin
pada tanggal & Juni 2005 di Jakarta; scria dinbah/disempurnakan dan disahkan
dalam Munassus Kadin 20086 pada tanggzal 8 Maret 20006 di Jakaria,

Pasal 44 ...
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Pasal 44
Afuran Peralihan

Masa jabatan kepengurusan pada Kadin Indoncsia, Kadin Provinsi dan Kadin
Kabupalen/Kota yang telah ada pada saat Anggaran Dasar ini ditetapkan menjadi lima
tahun scjak Munas/Muprov/Mukab/Mukofs ferakhir,

BAB XIII
ATURAN PENUTUP

Pasal 45

{1} Sgjak diberlakukannya Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud Pasal 43
ayat (2), maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlakn sebelum Anggaran
Dxasar ini, dinyalakan tidak berlaku lagi,

{2)  Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia
diperintahkan untuk niengumumkan dan/atau menyebarluaskan Anggaran Dasar

ini kepada seliap angzota dan khalayak lainnya.




LAMPIRAN 11

KEPUITUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR @ 16 TAHUN 2008

TANGGAL : 9 September 2006

ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

BAB 1
UMUM

Pasal 1

Landasan Penyusunan

(1) Anggaran Rumah Tangza disusun berlandaskan pada Anggaran Dasar Kamar

Dagang dan Industri yang ditetapkan dan disahkan dalam Munas Khusus Kadin di

Jakarta tangzal 8 Juni 2005 dan diubah/disempurnakan dan disahkan dalam
Munassus Kadin 2006 pada {anggal 8 Marct 2008 di Jakarta, Khususnya:

a.
b.

Lab 1 Pasal T;
Bab X1 Fasal 41.

(Z) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1).

(I} a.

BABII
ORGANISAS]

Pasal 2
Pembentukan Organiszasi

Organisasi Kadin Indonesia pertama kall dibentuk tanggal 24 Sepicmber
1968 oleh Kadin Daerah Tingkat I atau Kadinda Tingkat I (sebutan untuk
Kadin Provinst pada waklu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa
Kadin DKI Jakarta, dan digkul pemerintah dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1873, kemudian dibentuk kembali
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang

Kamar ..,



Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Indoncsia
tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pengusaha
Indonesia yang tergabung dalam Kadin Indencsia bekerja sama dengan
Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan wakil-wakil Badan Usaha Miiik
Negzara.,

b.  Organisasi Kadin Provinsi pertama kali dibentuk atau disusun oleh
Pengusaha Indonesia di setiap Daerah Tingkat 1 (scbutan untuk provinsi pada
waktu itu} dan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republil Indonesia
Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan
ketenituan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang
dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Daerah Tingkat I yang
disclenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang fergabung dalam Kadinda
Tingkat 1 (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) bekerja sama
dengan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan wakil-wakil
Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi masing-masing.

¢ Organisasi Kadin Kabupaten/Kota pertama kali dibenluk atau disusun oleh
Pengusaha Indonesia di setiap Daerah Tingkat I (schutan untuk
kabupaten/kota) dan dikukuhkan dengan Kepuiusan Presiden Republik
Indoncsia Nomer 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesual dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tenfang Kamar Dagang
dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Daerah Tingkat II yang
discleniggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tcrgabuﬁg dalam Kadinda
Tingkat 1I (sebutan untuk Kadin Kabupaten/Kota pada wakiu itu) bekerja
sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dan walil-
wakil Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Kabupafen/Kota masing-
masing. '
(2) Pembentukan organisasi dan kepengurusan Kadin di Provinsi/Kabupaten/Kota
yang belum memiliki organisasi Kadin diatar dalam peraturan organisasi yang
ditelapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia. '

Pasal 3 ...
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Pasal 3

Dewan Bisnis

Komite bilateral yang dibenfuk Dewan Pengurus sefiap fingkat sebagaimana dimaksud
Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (7) huruf ¢ dan Pasal 27 ayat (%) huruf ¢ dapal
dikembangkan menjadi Dowan Risnis atau Dewan Kerja Sama Bisnis atau dengan nama
apapun yang serupa yang merapakan wadah konsultasi dan komunikasi antara
pengusaha Indonesia dengan pengusaha aging dari satu negaxa dan setelah menjadi
Dewan Bishis afau Dewan Kerja Sama Bispis afau nama apapun yang scrupa, maka
statusnya merupakan QOrganisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar
Pasal 1 hurof f jika memiliki kemandirian dengan keteniuan sebagai berikul;

a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang scjalan dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin;

b. keanggotaannya terbuka bagi para pengusaha Indonesia dan pengusaha rnegara
mifra bisnisnya;

¢. namanya iidak lagi menggunakan nama Kadin.

BAB 11T
KEANGGOTAAN

Pasal 4
Anggota
Setiap pengusaha Indonesia serfa Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha

adalah anggota Kadin dengan keharusan mendaftar pada Kadin.

Pasal B

Parsyaratan Angzota Luar Biasa

(1) Organisasi Perusghaan dan Organisasi Pengusaha yang dapat diterima sebagai
Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin adalah yang memenuhi asas legalitas dan
legitimasi sehagai berikut:

a,  memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan
Undang~Undang Nomor 1 Tahun 1387 dan sejalan dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tanggs (AD~ART) Kadin; '

b. tidak ...



tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideclogi/politik dan
ras;
memiliki Kode Etik Organisas;

tidak memiliki kesamaan nama, merk, lambang dan logo dengan organisasi
sejenis yang sudah ada;

pengurus tidak merangkap jabatan pads organisasi sejenis;

orgamisasi afau cabang organisasi lingkat Kabupaten/Kota jumlah
anggolanya minimal 20 (dua puluk) perusahaan/pengusaha, kecuali untuk
Dewan Bisnis; dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Biasa
(KTA-1B3) Kadin,

organisasi yang pusatnya berada pada tingkat provinsi harus memiliki
cabang paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari jumlah kabupaten/kota
pada provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu
Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB} Kadin;

organisasi yang pusatnya berada pada tingkat nasional, cabangnya harus ada
paling sedikit di 30 (liga puluh) persen jumlah provinsi yang fersebar di lima
wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa "lenggara-Maluku-
Papua dan dibuktikan dengan KTA-LB Kadin di provinsi yang bersangkutan;

Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional/Provinsi yang tidak memiliki cabang
di daerah, fefapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat
nasional/provinsi yang bersangkutan sehingga mempunyai pengaruh besar
dalam perckonomian nasional/provinsi, kedudukannya sebagai Anggota Luar
Blasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan 'I‘mgkat Nasional/
Provinsi yang bersangkutan lainnya;

telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu} kali Musyawarah
Anggotanya menurut tingkatan lkeanggotaannya masing-masing, selain/di

luar wakiu pendiriannya;

untuk Organisasi Ferusahaan: setiap perusahaan yang menjadi anggota harus
didirikan dan/atau  beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan:

l. unink...



L unfuk Organisasi Pengusaha dan Dewan Bisnis: setiap pengusaha yang
menjadi anggota harus memiliki fungsi/jabafan pada perusahaannya scbagal
pemilik/komisaris dan/atan pengurus perusahaan {eksekutif/direksi), serta
memiliki NFWP perseorangan;

m. memiliki sekretariat/kanfor dan alamat fetap yang jelas berikut perangkat
perlengkapan/ peralatan kantor dan staf/karyawan yang memadai,

r. wajib menyelenggarakan layanan informasi dan pemberdayaan angzota
secara terbuka serta wajib melaporkan hasil kegiatannya secara periodik satu

fahun sekali kepada Kadin pada tingkatannya masing-masing.

(2) Ketentuan lebih ringl mengenai keanggotaan Organisasi Perusahaan dan
Oreanisasi Pengusaha di Kadin difctapkan dalam perafuran organisasi yang
ditctapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pasal 6

Pendafiaran Keanggotaan

(1} Prosedur dasar pendaftaran Angzola Biasa, Anggota Tercataif, Anggota Luar Biasa
dan Anggota Luar Biasa Tercatat ditentukan dalam ayat (2} dan ayat (3), prosedur
rinci dialur dalam perataran organisasi yang difefapkan cleh Dewan Pengurus

Kadin Indonesia,
{2} Yendaftaran Anggota Biasa dan Anggota Tercatat:
4. Pendaftaran Anggota Biasa

a.1. Pendaftaran Anggota Biasa dilakukan pada Kadin Kabupaten/Koifa atau
melalui Anggota Luar Biasa yang bersangkutan di tempat perusahaan
atau cabang/perwakilan perusahaan berdomisili, sesual dengan
ketentuan ayat (1),

a.2. Perusahaan yang diterima menjadi Anggota Biasa akan mendapat Kartu
Tanda Anggota Biasa (KTA-B) yang diterbitkan cleh Kadin Indonesia
dart Kadin Provinsi melalui Kadin Kabupaten/Kofa di tempainya

mendaftar,

4,3 Keputusatt ..



a.3.

a.t.

Keputusan tentang diterima atau fidaknya menjadi Aunggota Biasa
disampaikan melalui surat pemberitzhuan Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota, selambat-lambainya 30 (figa puluh) hari kerja seielah
formulir pendaftaran diterima oleh Kadin Kabupaten/Kota vyang
bersangkutan, dengan menyerahkan Kariu Tanda Anggota Biasa (KTA-
B) kepada yang bersangkutan jika ditexima menjadi Anggota Biasa,
Khusus unfuk Daerah Khusus Tbukota Jakariza pendaftaran dan
penetapan diterima atau tidaknya menjadi Anggota Biasa dilakulkan
pada dan oleh Kadin Frovinsi DKI Jakarta,

b.  Pendaftaran Angzota lcrcatat

- b1,

b.2.

Fendaftaran Anggota Tercatat dilakukan cleh Kadin Kabupaten/Kota di
tempat perusahaan afau cabang/perwakilan perusahaan berdomisili,

sesual dengan ketentuan ayat (1),

Perusahaan yang diterima menjadi Anggota Tercatat akan mendapat
Kartu Anggota Tercalat (KAT) yang diterbitkan oleh Kadin Provins
melalvi Kadin Kabupaten/Kota difempatnya mendaftar,

(3) FProscdur pendaftaran Anggota Luar Biasa dan Anggota Luar Biasa Tercatat:

4. Pendafiaran Anzgota Luar Biasa

a.l.

a.2.

a.3.

Pendaftaran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagai
Anggota Iaar Bigsa dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1),

Dalam hal organisasi yang bersangkutan dinyatakan memcnuhi syarat
untuk diterima dan difetapkan menjadi Anggota Luar Biasa Kadin
schagaimana dimaksud Pasal 5, maka Organisasi Pcrusahaan atau
Organisasi Pengusaha ferscbhut ferlebih dahulu harus membayar Uang
Fangkal dan Uang [uran Anggofa buar Biasa tahun yang berjalan sesuai

Lketentuan.

Organisasi Perusahaan dan QOrganisasi Pengusaha Tingkat Nasional,
yang memiliki cabang sehagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h,
dan Dewan Bisnis Tingkat Nasional, pendaftarannya dilakukan pada

Kadin Indonesia.

a.4. Organisasi ...



a.d.

a.5.

a.b.

a.7.

a.8.

Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi,
yang induk organisasinya berkedudukan di dacrah provinsi yang
memiliki paling sedikit cabang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)
huruf g, dan Dewan Bisnis Tingkat Provinsi, pendaftarannya dilakukan
pada Kadin Provinsi,

Organisasi Perusahaan dan  Organisasi Pengussha, atau cabang
Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha vang ada di
kabupaten/kota, dan Dewan Bisnis Tingkat Kabupaten/Kota
pendaftarannya  dilakukan pada Kadin  Kabupaten/Kota yang

bersangkutan.

Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional yang tidak memiliki cabang di
daerah, tetapt ruang lingkup usaha anggofanya berskala atan bersifat
nasional sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian
nasional, kedudukannya sebagai Anggola Luar Biasa sama dengan
kedudukan  Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional lainnya
sebagaimana dimaksud huruf a.3. dan pendaftarannya dilakukan pada

Eadin Indonesia.

Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi yang tidak memiliki cabang di
kabupaten/kota di dacrah provinsi yang bersangluian, tefapi ruang
lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat provinsial sehingza
memputiyal pengaruh besar dalam perekonomian daerah provinsi yang
bersangkutan, kedudukannya scbagai Anggota Liar Biasa Provinsi sama
dengan kedudukan Organisasi Perusghaan Tingkat Provinsi lainnya
sebagaimana dimaksud huruf a.4. dan pendaftarannya dilalkukan pada
Kadin Provingi,

Qrganisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang diterima
menjadi Anggota Luar Biasa akan mendapat Kartu Tanda Anggota Luar
Biasa (KTA-LB) yang diterbitkan Kadin Indonesia dari Kadin di
tempainya nendaftar sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf 2.3, sampai
dengan huruf a.7.

a.9. Keputusan ..,



(1)

(2)

a.9, Keputusan diterima atau tidaknya menjadi Anggota luar Biasa,
disampaikan dengan surat pemberitahuan Dewan Pengurus di
tempatnya mendafiar scbagaimana dimaksud ayat (3) huruf a.3. sampai
huruf a,7. sclama-lamanya 60 (enam puluh) hari kerja setelah formulir
pendaftaran diterima Kadin yang bersangkutan, dengan menyerahkan
KTA-LB kepada yang bersangkutan jika diterima menjadi Anggota Luar
Biasa.

a.10.Cabang-cabang Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang
induknya telah menjadi Anggota Luar Biasa, fidak otomatis menjadi
Anggota Luar Biasa pada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota di terpat
domisilinya, dan karena itu harus tetap mendaftarkan pada Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan memenuhi
persyaratan keanggofaan yang berlaku.

b.  Pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat

b.1. Pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat dilakukan sesuai dengan
ketentuan ayat (1),

b.2. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang diterima
menjadi Anggota Luar Biasa Tercatat akan mendapatkan Kartu Anggota
Luax Biasa Tercatat (KALBT) yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia
untuk tingkat Nasional dan oleh Kadin Provinsi untuk tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 7
Anggota Kehormatan

Anggota Kehormatan adalah orang perseorangan yang dianggap mempunyai jasa

luar biasa dalam membentuk, membina, mengembangkﬁn dan memajukan Kadin,

Anggota Kehormatan diangkat untuk sewmur hidup oleh Munas/
Muprov/Mukab/Mukota  atau  Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota
masing-masing berdasarkan:

a. usul...



{3)

(4)

(5)

a. usul Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Indonesia atau
Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional dan/atau usul Kadin Provinsi untuk

Anggota Kehormatan Kadin Indonesia;

b.  usul Dewan Perlimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Proving atau
Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi dan/atau usul Kadin Kabupaten/Kota
untuk Anggota Kehormatan Kadin Provinsi;

¢. usul Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota
atau Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota dan/atau usul Anggota
Biasa Kadin Kabupaten/Kota untuk Angzota Kehormatan Kadin
Kabupaten/Kota,

Setiap mantan Ketua Umum Kacin Indonesia/Kadin Provingi dan Kefua Kadin

Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh selama satu

periode mulai dari pengangkatannya dalam Munas/Muprov/Mukab/Mulofa

sampal ke Munas/Muprov/Mukab/Mukota berikutnya yang menerima
pertanggungjawabannya, otomatis diangkat menjadi Anggota Kehormatan Kadin
yang bersangkutan dengan sebutan Ketua Kehormatan Kadin yang bersangkutan.

Anggota Kehormatan yang bukan Anggota Biasa dibebaskan dari kewajiban

membayar nang pangkal dan iuran anggota.
Anggzota Kehormatan mempunyai:
a.  Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran, pendapat dan pertanyaan,

b, Hak untuk mengikuti keglatan organisasi atas undangan Dewan Pengurus
Kadin.

Pasal 8
Sanksi Terhadap Anggota

Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi dapat dikenai

ganksi organisasi berdasarlkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa:

2.
b,

<.

feguran atau peringatan tertulis;
penghentian pelayanan organisasi,
pemberhentian sebagai anggota,

Pasal 9 ...



Pasal 9
Kehilangan Keanggotaan

(1) Anggota Biasa kehilangan kcanggotaannya dalam Kadin karcna:

a. mengundurkan diri;

b. menghentikan usahanya;

t. meninggal dunia {bagi Anggota Biasa persecrangan);
d. diberhentikan olch crganisasi;

semua izin yang dimilikinya dicabut oleh pemerintah.
{2) Anggota Luar Biasa kehilangan keanggotaannya dalam Kadin karena:

mengundurkan diri;
membubarkan dird;

diberhentikan oleh organisasi,

nosooTom

dilarang oleh pemeriritah.
(3) Kehilangan keanggolaan dalam Kadin bagi Anggoeta Kehormalan, karena:

a. mengundurkan diri;

b. meninggal dunia.

Pasal 10
Pemberhentian Keanggotaan

{1) Dewan Pengurus Kadin dapat meclakukan pemberhenfian atan pemberhentian
scmentara keanggotaan kepada anggota sebagaimana dimaksud FPasal 4 jika
angzota yang bersangkuian:

a. bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atan Anggaran Rumah
Tangga; atan

b, bertindak merugikan atan mencemarkan nama baik organisasi; atau
tidak memenuhi kewajiban keanggotaan scbagaimana yang ditefapkan
organisasi; atau

d. tidak mematuhi keputusan organisasi; atau

e. mchyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan
organisasi,

(2) Keputusan .



(2)

(3)

(4}

(6)
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Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan dilakukan
scsudah ada peringatan terlulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkccuali untuk hal-hal yang luar biasa;
dan untuk pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota Luar
Biasa sctelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan masing-

masing.

Dalam masa pemberhentian atan pemberhentian sementara, anggota yang
bersangkutan kehilangan hak-hak keanggotaannya.

a.  Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah
penghapusan keseluruhan hak anggota untuk selama-lamanya karena
kesalahan prinsip anggota yang bersangkutan,

b.  Pemberhentian sementara schagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat
(8) adalah penghapusan sementara seluruh atau sebagian hak anggola untuk
jangka waktu tertentu karcna kesalahan anggota vang bersangkuian,
misalnya tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran anggota yang

ditetapkan organisasi.

Anggota yang terkena sanksi pemberhentian afau pemberhentian sementara
berhak membela divi dan dapat naik banding, secara berturut-turut, kepada;
a.  Dewan Pengurus yang fingkatannya lebih tinggi;
b, Rapimkab/Rapimkota yang bersangkutan;
¢.  Mukab/Mukota yang bersangkuian;
d.  Rapimprov yang bersangkutar,
e, Muprov yang bersangkutan,
f.  Rapimnas;
2. Muonas.
Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian atau
pemberhentian sementara, akan memperolch pemulihan hak-haknya kembali,
sefelah sanksi ferschut dicabuf oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan ataw
Dewan Pengurus yang tingkatnya lebih tinggi atau Rapimkab/Rapimkota/
Mukab/Mukota/Rapimprov/Muprov/Rapimnas/Munas sebagaimana dimaksud
ayat (5).

BABTV ...
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BABR IV
KEUANGAN

Pasal 11

Sumber Dana
Kadin memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Anggaran Dasar,

Besar uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan berdasarkan asas
proporsional dengan kemampuan anggota berdasarkan keputusan Rapimprov
masing-masing yang berpedoman pada, atau mengikuti ketentuan yang
ditetapkan oleh Rapimnas,

Untuk memperkuat kenangan Kadin pada setiap tingkat, Dewan Pengurus sefiap
tingkat dibenarkan mengadakan upaya sendixi yang sah, tidak mengikat dan tidak

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.,

Pasal 12
Ferimbangan Pembagian Keuangan

Uang pangkal dan uang iuvran anggota yang ditarik oleh Kadin Kabupaten/Kota
pembagiannya difetapkan sebagai berikut:

a.  untuk Kadin Kabupaten/Kofa yang bersangkutan sebesar antara 50 (fima
puluh} persen sampai dengan 70 (tujuh puluh) persen;

b. untuk Kadin Provins yang bersangkufan sebesar 20 (dua puluh) persen
sampai dengan 40 (empat puluh) persen;

¢, untuk Kadin Indonesia sebesar 10 (sepuluh) persen;
Penetapan besarannya untuk masing-masing sebagaimana dimaksud huruf a
dan huraf b ditetapkan dalam Rapimprov.

Uang pangkal dan uang iwan angeota yanz ditarik oleh Kadin Provins
pembagiannya ditetapkan scbagai berikut:

a.  untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 80 {delapan puluh) persen;
b, untuk Kadin Indonesia sebesar 20 (dua puiuh} persen.

(3) Uang ...



(3)

(4)

(1

(2)

(3)

(1

- 15 -

Uang pangkal dan uang iuran anggota yang ditarik oleh Kadin Indonesia

digunakan sepenihnya untuk kebutuhan Kadin Indonesia.

Alokasi dana unang pangkal dan iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan ayat (2} disampaikan oleh:

4. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota berfanggung jawab alas
penyampaian alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Kadin
Provinsi yang bersangkutan dengan melampirkan dafiar anggotanya yang

telah membayar kewajiban kenangannya.

b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi bertanggung jawab atas penyampaian

alokasl dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan

melampirkan daftar anggota yang telah membayar kewajiban keuangannya.

Pasal 13
Penggunaan Dana

Kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana pada setiap tingkatan organisasi
ditetapkan berdasarkan program kexja tahunan yang disusun oleh sekretariat
sctiap tingkatan, atas persetujuan Dewan Pengurus masing-masing, dan

ketentuannya diatur dalam perafuran organisasi.

Dewan Pengurus Kadin setiap tingkatan bertangzung jawab atas pengawasan,
penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan perbendaharaan atau hatta

kekayaan organisasi pada tingkatan masing-masing,
Untuk keperluan pengawasan, Dewan Pengurus Kadin setiap tingkafan harus

menggunakan akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan (audit)

sckali dalam setahun,

Pasal 14

Pertanggungzjawaban Keuangan

Rapat Dewan Pengurus Kadin untuk membahas dan menelifi laporan keuangan
dan perbendaharaan organisasi dari sekretariat masing-masing diadakan
selambat-lambatiya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan laporan keuangan dan

perbendahavaan organisasi tahunan harus diaudit oleh akuntan publik,

{2) Laporan ...
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(2) laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi harus disampaikan pada setiap
Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota tahunan masing-masing.

(3)  Pombukuan organisasi di setiap tingkatan dimulai setiap tanggal 1 (satu) Januari

sampai dengan tanggal 81 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.

{4) Dewan Pengurus Kadin mempertanggung-jawabkan pengawasan pengelolaan
keuangan dan perbendaharaan organisasi kepada Munas/Muprov/Mukab/

Mukola masing-iasing.

BABV
PELAKSANAAN TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN KADIN

Pasal 15
Pelaksanaan Tujuan, Fungsi dan Keglatan Kadin

Untuk merjalankan tujuan dan kegiatan Kadin sebagaimana dimaksud Undang-
Undang Nomor 1 Vahun 1987 Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, serta menjabarkan

ketentuan Anggaran Dasar Pasal 10, setiap tingkat organisasi Kadin melaksanakan:

a. advokasi dan pemberian rekomendasi kepada Pemeriniah, Dewan Perwakilan
Rakyai RI/Dewan Perwakilan Dacrah dan Pemeriniah Provinsi/Kabupaten/Kota,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembentukan iklim usaha yang
kondusif dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;

b.  penyebaran informasi perckenomian dan pemberdayaan dunia usahay

c.  penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan unluk para pengusaha dalam rangka

pengembangan sumber daya manusia;

d.  penerbitan surat kelcrangan, surat rekomendasi, serta melegalisasi sural-surat dan
dokumen-dokumen yang diperlukan bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai

dengan perafuran organisasi yang difetapkan oleh Kadin Indonesia;

€. upaya pelimpahan fugas-tugas dari pemerintah dalam rangka pembinaan dunia

usaha.

BAB VI ...



BAB VI
KEFENGURISAN
Pasal 16

Tugas Pengurus

Dalam memenuhi fungsi dan tugas Kadin sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar

Fasal © dan Pasal 10, Dewan Pengurus beriugas menetapkan kebijakan dan kegiatan
sebagai berilaut:

&.

memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan
kemampuan dan keferampilan para pengusaha Indonesia agar dapat tumbuh dan
berkembang secara dinamis dan mantap guna tercapainya perfumbuhan ckonomi,
peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih Iuas;
memupuk dan meningkatkan parfisipasi aktif para pengusaha Indonesia zuna
meningkatkan produksi nasional dengan cara kerja yang ferampil, efisien,
berdisiplin dan berdedikasi;

menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang

ekonomi kepada para pengusaha Indonesia;

menyampaikan informasi mengenai  permasalahan dan  perkembangan
perekonomian dunia yang dapat berpengaruh ierhadap kehidupan ekonomi dan

atau dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha Indonesia;

menyclenggzarakan pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang bermanfaat
dalam rangka membina dan mengermbangkan kemampuan para pengusaha
Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan QOrganisasi

Pertisahaan dan atau Qrganisasi Pengusaha;

menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang saling
menunjang dan saling menguniungkan antar-pengusaha Indoncsia, termasuk
pengembangan keterkailan antar-bidang usaha industri dan bidang usaha sekfor
clonomi fainnys;

menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama antara para
pengusaha Indonesia dan para pengusaha luar negeri seiring dengan kebufuhan
dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi dan sesnai dengan h,_ljuan

pembangunan nasional;

h., menyelenggarakan ...
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menyelenggarakan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi

usaha dan mengadakan promosi di dalam dan di luar negeri;

menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah

timbulnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;

menyiapkan dan memberikan keterangan yang diperlukan para pengusaha
Indonesia untuk keperluan perdagangan, industri dan jasa, baik untuk keperluan

di dalam maupun di luar negeri;

menyumbangkan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya
berkaltan dengan proses pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan ekonomi
nasional,

menylapkan dan melaksanakan wusaha arbitrase atau wusaha menengahi,
mendamaikan dan menyelesalkan persclisthan yang terjadi antara para
pengusaha Indonesia dan/atau perusahaan Indohcsfa, dan antara pengusaha dan

perusahaan Indonesia dengan penguszha dan perusahaan asing;

mendorong para pengusaha Indonesia untuk bergabung dalam Organisasi
Perugsahaan dan/atan Organisasi Pengusaha anggota Kadin demi meningkatkan
profesionalisme, '

Pasal 17
Fembagian Tugas Dewan Pengurus

Pembagian tugas di antara Dewan Pengurus dilakukan eoleh Ketua Umum untuk
Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua untuk Kadin Kabupaten/Kota
berdasarkan Program Kerja dan Keputusan-Keputusan Munas/Muprov/Mukab/
Mukota serta Rapimnas/Rapimprov/ Rapimkab/Rapimkota masing~masing.

Kedudukan Kadin dalam lembaga/badan negara/daerah dan/atau di forum-
forum penentuan kebijaksanaan, diwakill otomatis secara ex-officio oleh Ketua
Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Ketua Kadin Kabupaten/Koia, atau oleh
salah seorang Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Wakil Ketua
Kadin Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh dan dalam rapat

Dewan Pengurus yang bersangkutan yang diagendakan uniuk keperluan tersebut.

(3} Kefua...
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(3) Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota

dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing

(4)

berkewajiban;

4,

h.

memimpin  organmisasi dan Dewan Pengurus wmasing-masing dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik keluar mavpun kedalam;

mengRoordinasikan langkah-langkah Dewan Pengurus masing-masing

dalam hal yang bersifat kebijaksanaan;
memimpin rapat-rapat yang diadakan Dewan Pengurus masing-masing,

mengkoordinasikan dan mensinkronisastkan pelaksanaan tugas para Wakil

Ketua Umum/Wakil Ketua masing-masing,;

bertanggung jawab kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota masing-

masing,

Para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan para Wakil Ketua
Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, funzsi dan kegiatan

organisasi masing-masing berkewajiban:

a.

mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin
Kabupaten/Kota  masing-masing  dalam  mengkoordinasikan  dan
mensinkronisasikan pelaksanaan fugas komite-komite tetap dalam lingkup
bidang tugasnya masing-masing;

mengembangkan kerja sama yang serasi dan mengawasi kelancaran
pelaksanaan tugas komite-komite tetap dalam lingkup bidang tugasnya
masing-masing;

mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin
Kabupaten/Kota afas dasar penunjukkan Ketua Umum/Ketua masing-
masing;

bertangzung jawab kepada Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi
dan Ketua Kadin Kabupafen/Kota dalam melaksanakan fugas masing-

masing.

(5) Sefiap ...
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Setiap Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia/Kadin Frovinsi/Kadin Kabupaten/Kota

dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi berkewajiban:

a. memimpin, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan bertanggung

jawab atas pclaksanaan tugas komite fetap masing-masing;

b. mewakill FKetwa Umum/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin
Provinsi/Ketua/Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kola sesuai bidangnya jika
yang bersangkutan berhalangan;

¢. bartanggung jawab dalam pe}aksanasm tuzasnya kepada Keiua
Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua sesuai bidangnya masinz-
masing,

Settap Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi

berkewajiban;

a. mewakili Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kadin
Kabupaten/Kota atas dasar penunjukkan Ketua Komife Tetap masing-
masing

b.  bertanggung jawab kepada Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia/Kadin

Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fugas masing-maging,

(7) Jika FKetua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi afau Ketua Xadin

Kabupaten/Kota berhalangan sementara atau tidak daﬁat menjalankan fugas

sehari-harinya dalam waklu tertentu

& untuk Kadin Indonesia/Kadin Provinsit Ketua Umum menunjuk salah
scorang Walkil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi uniuk
mewakilinya, dan jika semua wakil kefua umuim berhalangan maka Ketua

Umium menunjiek salah seovang kelua komite tetap mewakilinya;

b.  untuk Kadin Kabupaten/Kota: Ketua menunjuk salah seorang wakil kefua
mewakilinya, dan jika semua wakil ketua berhalangan, maka Ketua

menunjuk salah seorang ketua komite tefap mewakilinya.

Pasal 18 ..
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Pasal 18
Kerja Sama Pihak Terkait

Dalam  melaksanakan fungs dan iugasnya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia/

Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan atau mendorong kerja

sama antara pihak terkait berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

il.

Kerja sama dengan Pemerintah dilaksanakan dengan tujuan:

a.l,

a2,

2.3,

a.d.

a.5.

a.6.

a.v,

berkembangnya komunikasi dan konsultasi timbal balik dengan Pemcrintah
secara sinergistik untuk mengefektifkan peran sertza dunia usaha dalam

pembangunarn;

mewujudkan iklim usaha yang sehal dan dinamis, yang diperlukan bagi

pengembangan dunia usaha;

menyalurkan informasi dan advokasi dumia usaha dari dan kepada
Femerintah mengenal permasalahan dan perkembangan perekonomian;

turut serta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam
menentukan kerangka kebljakan Pengembangan Perekonomian di tingkat
Fusat/Provinsi /Kabupaten /Kota;

dalam rangka pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi, dan
rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia termasuk legalisasi
surat-surat  yang diperlukan  Pemerinfah  tingkat Pusat/Provinsi/
Kabupaten/Kota;

melaksanakan {fugas-fugas yang diberikan oleh Pemerintah Hngkat
Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota;

kerjasama dengan Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kofa,
dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, latihan dan kegiatan-kegiatan
lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan

kemampuan penguszha Indonesia.

Kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Daerah
(DPD)/DPR Provinsi/DPR Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk:

b.1. b&rkembangﬁya
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b.I. berkcimbangnya hubungan timbal balik antara Kadin dengan Dewan
Perwakilan Rakyat RI/DPD/DPR Provinsi/DPR Kabupatcn/Kota secara
sinergistik umtuk mengefektifkan peran serta dunia usaha dalam
pombangunan dj fingkat Nastonal/Provinsi/ Kabupaten,/Kota;

b.2. mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, yang dipertukan bagi

pengembangan dinia usaha;

b.3. metiyalarkan informasi dan aspirasi dunia usaha dari dan .kcpada Dewan
Perwakilan Rakyat RI/DPD/DFR Provinsi/DPR Kabupaten/Kota, mengenai
permasalahan dan perkembangan perekonomian dan kepentingan para
pengusaha dalam rangka keikuisertaannya dalam perabangunan di bidang

ckonomi;

b4, turut serta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam
menentukan kerangka Kebijakan Pengembangan Perekonomian di tingkat
Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Kegjasama  antar-pengusasha  didorong  dan  difasilitasi Kadin  untuk
mengembangkan hubungan yang serasi dan seimbang, yang saling menunjang
dan saling menguniungkan antara para pelalu ekonomi nasional dan antara
pengusaha besar, mencngah dan kecil berdasarkan semangat kekeluargaan
dengan  menguiamakan kesejshicraan dan  kepenfingan rakyat banyak
berdasarkan Demokrasi Ekonomi,

Ketjasama anlar dan antara Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha
dikembangkan oleh Kadin dalam rangka memadukan sasaran dan menyalurkan
informasi dan aspirasi dunia usaha untuk meningkatkan keterkaitan yang saling
menunjang  dan saling mengunfungkan bagi bidang-bidang usaha untuk
meningkatkan kemampuan dan efisiensi dalam semua kegiatan usaha nasional

schingga mampu bersaing secara schat dan ekoromis,

Rerjasama Kadin dengan organisasi kemasyarakafam dan masyarakat pada

umumnya berfujuan unfuk:
¢.I. mengembangkan hubungan timbal balik aniara Kadin dengan organisasi
kemasyarakatan dan masyarakat dalam rangka mengefektifkan tanggung

Jawab sosial masing-masing;

e.2. mewujudkan ...
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e.Z, mewujudkan  semangat  kebersamaan anfara  Kadin, organisasi
kemasyarakatan dan masyarakat, demi meningkatkan keikutserfaan seluruh

masyarakat dalam pembangunan nasiongl.

Kerjasama luar negeri dilakukan Kadin dengan Kamar Dagang dan Industri dan
organisasi ckonomi dan bisnis di luar uegeri, baik di bidang invesfasi maupun di
bidang perdagangan, industri dan jasa, dalam rangka meriingkatkan peranan

pengusaha Indonesia dalam pembangunan nasional.

Pasal 19
Sarksi terhadap Dewan Pengurus

Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaien/Kota dapat dikenakan sanksi
organisasi berapa pembekuan/pemberhentian kepengurusannya oleh Dewan
Fengurus yang sefinglkat lebih tinggd.

Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan jika Dewan Pengurus yang
bersangkufan lidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga, dan/atau dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya cleh
Dewan Pengurus yang sctingkat lebih tinggi setelah melalui langkah-langkah
tahapan sebagai berfkut:

a. adanya peringaian tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota alas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1)
sekaligns memberikan batas wakiu selama-lamanya 30 (figa puluh} hari
unluk memperbaikinya, yang diberikan:

a.l, unjuk Kadin Provinsi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia

berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

a.2 unituk Kadin Kabupaten/Kota olch Dewan Pengurus Kadin Provinsi

berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsis

b.  jika setelah balas wakiu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut
tidak diindahkan, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Kadin Provinsi
membevrikan peringatan tertulis kedua dengan batas waktu paling lama 30
{tiga puluh) hari untuk memperbaikinya;

¢ jika..
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(4)

(1)

A

¢.  jika setelah batas wakin sebagaimana dimaksud huraf b Dewan Pengurus
Kadin Provingsi/Kabupaten/Kota tidak juga mengindahkannya, maka:

¢.1. unfuk Kadin Provinsi: Dewan Pengurus Kadin Indoncsia berdasarkan
keputusan rapatnya dapat menjaluhkan sanlksi
pembekuan/pemberhentian  Dewan  Pertimbangan dan  Dewan
Pengurus Kadin Provinsi scbagaimana dimaksud ayat (2) huraf a.l
setelah berkonsuitasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;

¢.2. unluk Kadin Kabupaten/Kots; Dewan Fengurus Kadin Provins
berdasarkan  keputusan rapatnya dapat menjatuhkan  sanks
pembekuan/pemberhentian  Dewan  Pertimbangan dan  Dewan
Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf
a.2 setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimpangan Kadin Provinsi.

Dowan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sehagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) harus segera membentuk kepengurusan scmentara {carefafen di daerah
yang dikenakan sanksi pembekuan/pemberhentian untuk masa Jabatan paling
lama 1 (satu) tahun dengan tugas utama menjaga agar fungsi dan tugas
organisast {clap berjalan dan sekaligus mempersiapkarn dan menyelenggarakan
Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan yang dipercepat.

Dewan Pengurus yang menjatuhkan sanksi scbhagaimana dimaksud ayat (2) dan
ayat (3) mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada Dewan Pengurus
yang tingkatnya lebih tinggi dan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mulkota yang
bersangkutan,

Fasal 20
Sanksi terhadap Anggota Pengurus

Sefiap anggota Kkepengurusan, baik anggota Dewan Perfimbangan maupun
anggota Dewan Fengurus, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Dewan Pengurus
yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai
pada bentuk pemberhentian dengan berkonsuliasi terlebih dahulic dengan Dewan
Pertimbangan yang bersangkutan, dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara
tertulis, sebagai berikut; .

a. feguran ..,



(2)

(33

{4)

a.  feguran atau peringatan;

b. peringatan keras;

¢.  pemberhentian scmentara dari jabatan uniuk jangka wakiu tertentu;
d.  pemberhentian tetap dari jabatan.

Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang
bersangkutan:

4.  secara sadar melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan/atan
Anggaran Rumah Tangga;

b.  bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi;

c. melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serfa tidak mematuhi

keputusan organisasi;

d. ftidak memenuhi dan/atau melalaikan kewajibannya sebagal anggota

kepengurusan;

. menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan

organisast,

Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah
kepada yang bersangkutan diberikan peringatan fertulis 3 (Hga) kali berturut-
lurut ferlebih dahuly, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat Iuar biasa, melalui
keputusan rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan berdasarkan:

a.  untuk anggota Dewan Pertimbangan:
a1, keputusan Dewan Pertimbangan, atau

a2, keputusan Dewan Pengurus setelah berkonsultasi dengan Dewan
Pertimbangan;

b.  uniuk anggota Dewan Pengurus: kepulusan Dewan Pengurus.

Dalam masa pemberhentian  atau  pemberhentian sementara, anggota
kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagzai
kepengurusan dan tidak lagi berfungsi scbagai anggota kepengurusan.

Anggota kepengurusan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak
metubela diri atau naik banding berturut-turut pada jenjang fingkatan berikut:

4.  Dewan ..
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a.  Devran Pengurus yang tingkatannya lebih tingsi:
b.  Rapimkab/Rapimkoia yang bersangkutan;

c.  Mukab/Mukota yang bersangkutan;

d.  Rapimprov yang bersangkutan;

e, Muprov yang bersangkutan,

f.  Rapimmnas;

. Munas.

Anggota kepengurnsan yang kehilangan hak dan jabatannya karcna terkena
sanksi pemberhentian atan pemberhentian sementara akan memperoleh
pemulihan hak dan jabaiannya, sefelah sanks! yang dikenakan dicabut afau
diubah oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau Dewan Pengurds yang
tingkatannya lebih  iinggi atau  Rapimkab/Rapimkota/Muiab/Mukota/
Rapimprov/Muprov/Rapimnas/Munas sebagaimana dimaksud ayat (5).

Pasal 21
Kesekretariatan Organisasi

Uralan tugas dan tata kerja Sekretarial pada setiap tingkatan scbagai berikut:

.

o

Sekretariat Kadin setiap fingkatan melaksanakan kebijakan dan program kerja
Kadin masing-masing tingkafan serta layanan kepada Anggota dan dunia usaha;
Sekretariat Kadin setiap tingkatan mengelola urusan administrasi, manajcmen dan
perbendaharaan organisasi;

Uji kelayakan dan kepatutan Direkiur Eksekutif dilakukan oleh tim seleksi yang

dibenluk oleh Dewan Pengurus masing-masing;

Direktur Eksekutif pada setiap tingkafan berwenang menetapkan kebijakan
operasional dan dibantu para direkiur dan pejabat setara serta  staf lainnya
merupakan tenaga professional yang jumliah dan pembagian bidang kerjanya

diatur sesuai kebutuhan;

¢, DParg..
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(2}

{3}

{4}
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Para dircktur dan pejabat sefara serta staf lainnya sehagaimana dimaksad huruf d
diangkat dan diberhenfikan oleh serta bertanggung jawab kepada Direktur
Eksekutif, berdasarkan kontrak kerja dan/atan  sesuai deﬁgan peraturan
kekaryawanan Sckretariat pada sefiap tingkatan;

Daiam  melaksanakan kebijakan dan program kerja Kadin masing-masing
tingkatan, Sekrctariat melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan
peraturan organisasi tentang tata hubungan kerja antara Dewan Pengurys dan

Dewan Pertimbangan dengan Sekreiariat;

Dalam melaksanakan layanan kepada anggota dan dunia usaha sebagaimana
dimaksud Pasal 23 Anggaran Dasar ayat (3), Sckretariat dapat menetapkan biaya
layanan setelah mendapat perselujuan Dewan Pengurus,

BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 22
Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan
Musyawarah Nasional Khusus

Munas dan Munassus dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan
Pengurus Kadin Indonesia,

Dewan Pengurus Kadin Indonesia mempersiapkan bahan-pahan dan segala
sesnatn yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Munas dan Munassus
sebagaimana dimaksud ayat (1),

Munaslub diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab para Dewan Pengurus
Kadin Provinsi dan Anggota Iuar Biasa Tingkat Nasional yang meminta
diadakannya Munaslub,

Peserta Munas, Munaslub, dan Munassus terdiri atas:
8. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:

a.1. Ketua Umum Dewan Pergurus Kadin Provinsi secara ax-officio,

a.2. Thusan ..,
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a.2. Ulusan Anggota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap
Kadin Provinsi sebagaimana dimaksnd Anggaran Dasar PFasal 27 ayat
(7} yang diagendakan khusus mernjelang Munas/Munaslub/Munassus

sebanyak dua orang;

masing-masing mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih untuk

Munas dan Munaslub, dan hak suara dan hak bicara, untuk Munassus;

Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yang jumlahnys sesuai dengan
kebutuhan yang menyalurkan aspirasi keliga unsur pelaku ekonomi,
ditambah unsur Pengusaha Provinsi yang masing-masing diwakili secara ex-
osficiooleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, mempunyal:

b.1. dalam Munas dan Munaslub: hak bicara dan hak dipilik;
b.2. dalam Munassus: hak bicara,

Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud Anggaran

Dasar Pasal 21 ayat {7} huruf b dan huruf ¢, mempunyai:
¢.1. hak bicara dan hak dipilih dalam Munas dan Munaslub,
¢.2 . hak bicara dalam Munassus.

Anggota Luar Biasa yang diwalkili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan
Qrganisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi yang
Yhusus diadakan uniuk itu menjelang Munas/Munaslub/Munassus yang
jumlah keseluruhannya sebanyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah
keseluruhan utusan Anggota dart Kadin provinsi sebagaimana dimaksud ayat
{4) huruf a, memiliki hak suara, hak bicara dan hak dipilih.

Peseria Munas/Munaslub/Munassus sebagaimana dimaksud huruf & dan huruf d
adalah Kadin Provinsi dan Angzota Luar Biasa Tingkat Nasional yang felah
memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal

32, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan tahun berjalan.

Peninjau Munas dan Munassus untuk pcrubaha.n' Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga terdiri atas:

Anggota Kehormatan Kadin Indonesta;

b, Ulusan ...
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b.  Utusan Anggota Provinsi di luar peserta dimaksud avat (4) huruf a.2. dengan
metbawa mandat dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi masing-masing,

¢.  Utusan Anggota Kabupaten/Kolz dengan membawa mandat dari Dewan
Pengurus Kadin Kabupafen/Kota dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi
masing-~masing;

d.  Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional, selain peserta yang dimaksud
ayal (4) hurul d, dengan membawa mandat dari organisasi masing~maéing;

¢ Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indenesia tingkat nastonal;

f.  Pengusaha asing;

g.  FPejabat Pemerintah,

Jumlah peninjau Munas dan Munassus schagaimana dimaksud huraf b sampai
dengan huruf g untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangza,
ditentukan cleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan masing-masing
mempunyal hak bicara.

Pada Munaslub dan Munassus untuk pembubaran organisasi tidak ada peninjau.
Unluk melaksanakan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat {1} Dewan
Pengurus Kadin Indonesia membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah

dan Panitia Pelaksana yang berlanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin

Indonesia.

Pasal 23
Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Provinsi Luar Biasa

Muprov dilaksanakan olch dan menjadi tanggung jawab Dewan Fengurus Kadin
Provinsi.

Dewan Pengurus Kadin Provinsi mempersiapkan bahan-bahan vang diperlukan
bertalian dengan pelaksanaan Muprov sebagaimana dimaksud ayat (1).

Muproviub disclenggarakan dan menjadi tanggung jawab para Dewan Pengurus
Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa Kadin tingkat provinsi yang
meminta diadakannya Muproviub, setclah berkonsultasi terlebit dahuiu dengan

Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

(4) Peserfa ...
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(4) Peserta Muprov dan Muproviub terdiri atas:
a. Anggota Biasa yang diwakili olch utusan Anggota yang terdiri atas:
a.1. Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara ex-afficss,

a,2. Utusan Anggota Biasa yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus
' Lengkap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Anzgaran Dasar Pasal
27 ayat (7) menjelang Muprov/Muprovlub scbanyak 2 (dua) orang,

masing-masing, mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih.

Khusus bagi Kadin Provinsi yang jumlah pesertanya sebagaimana dimaksud
huruf a.1, dan a.2, di afas kurang dari 30 (lima puluh) orang, maka harus
memenuhi jumiah sckurang-kurangnya 50 (lima pulyh) orang vang dibagi
rata di antara Kadin Kabupaten/Kota vang bersangkutan.

b.  Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang jumlah anggotanya sesual dengan
kebutfuhan yanz mewakili dan menyalurkan aspirasi kefiga unsuar pelaku
ckonomi, ditambah unsur Pengusaha Kabupafen/Kota yang masing-masing
diwakili secara av~-a/ficio oleh Ketua Dewan Pertimbangan seluruh Kadin
Kabupaten/Kota dari Provinsi yang bersangkutan, mempunyai hak:

b.1, dalam Muprov: hak bicara, hak dipilih dan hak menyusun daftar nama
calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi
periode berfkutnya;

b.2. dalam Muprovlub: hak bicara dan hak dipilil;

c.  Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi sebagaimana dimaksoud Anggaran
Dasar Pasal 27 ayat (7} mempunyai hak bicara serta hak dipilih;

d.  Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang diwakili oleh utusan Organisasi
Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang dipilih melalui
konvensi menjelang Muprov/Muprovlub mempunyai hak suara, hak bicara,
dan hak dipilih;

e.  Peserta Muprov/Muprovlub schagaimana dimaksud huruaf a dan huruaf d
adalah Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang
telah mcimenuhi schuruh kewajibannya sehagaimana dimaksnd Anggaran
Dasar Pasal 32, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai
dengan tahun berjalan,

(5} Peninjau ...
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Peninjau Muprov tecdiri atas:
& Anggota Kehormatan Kadin Provinst;
b, Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota di luar peserta yang dimaksud ayat

(4) huruf a dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota masing-masing;

¢ Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Prévingi di lnar pesérta sebagaiﬁana
dimaksud ayat (4) huruf d dengan membawa mandat dari pengurus
organisas: masing-masing;

d.  Tokoh-tokch pengusaha dan masyarakat Indonesia di provinst;

e.  Pengusaha asing;

f.  Pejabat Pemerintah,

Jumlah peninjau Muprov sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan hurnf f

ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Provingi, dan masing-masing mempunyai

hak bicara.
Peninjau pada Muproviub hanya Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang
mempunyai hak bicara,

Untuk melaksanakan Muprov sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Fengurus
Kadin Provinsi membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia
Pelaksana yang bertanggung jawal kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi,

Pasal 24
Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa

Mukab/Mukota dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus
Kadin Kabupaten/Kota.

Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota mempersiapkan bahan-bahan dan segala
sesualu  yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Mukab/Mukota

sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3} Mukablub/,..
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{3} Mukablub/Mukotalub disclenggarakan dan menjadi tanggung jawab Anggota
Biasa Kadin Kabupalen/Kota yang bersangkutan yang meminta diadakannya
Mukablub/Mukolalub, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan
Fengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan,

(4) Perserta Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub terdiri atas;
a.  Anggofa Biasa denzan kefentuan:

a1, Anggota Biasa yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Kelua Dewan
Pengurus Kadin Kabupaien/Kota yang sekaligus merangkap Ketua
Formatur dan empat orang anggota formatur, hak bicara serta hak
dipilih,

a.2. Jika jumlah Anggota Biasa schagaimana dimaksud butir a.1. terlaly
besar  sehingga  sccara  teknis  menyulitkan  penyelenggaraan
Musyawarah, maka kepeserfaannya dapat diatur dengan cara
perwakilan anggota berdasarkan kesepakafan bersama antara Dewan
Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi

yang bersangkutan, dengan pedoman umum sebagai berikut:

a.2.1. Jumlah peserta Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub yang
mewakili Anggota Biasa ditetapkan sebanyak jumlah yang secara
teknis mudah untuk penyelenggaraan Musyawarah,

&.2.2. Jumlah peserfa schagaimana dimaksud butir a.2.1. merupakan
angka pembagl terhadap jumlah seluruh Anggota Biasa uniuk
menenfukan juthlah Anggota Biasa yang dapat diwakili oleh 1
(salu} orang peserta Musyawarah, dan hasil baginya dibulatkan
ke atas.

a.2.3, Setiap peserta yang mewakili Anggota Biasa harus membawa
mandat dari yang diwakilinya.

a.2.4. Setiap peserta yang mewakil sebagaimana dimaksud huruf
a.2.3. memiliki hak yang sama dan masing-masing
menynarakan/ merabawakan hak-hak sctiap Anggota Biasa
yang diwakilinya.

b.  Dewan ...
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b.  Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota yang jumlahnya disesuaikan
dengan kebutithan yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi,
mempunyai:

b.1. dalam Mukab/Mukota: hak bicara serta hak dipilih, dan hak menyusun
daftar nama calon Dewan Perfimbangan dan Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota petiode berikuinya yang nama-namanya diusulkan
oleh Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota yang bersafigkutan;

b.2. datam Mukablub/Mukotalub: hak bicara dan hak dipilil,
¢. Dewan Pengurus Lenglkap Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
Anggaran Dasar Pasal 27 ayat (7}, mempunyai hak bicara dan hak dipilih;

Peseria Mukab/Mukablub/Mukota/ Mukotalub sebagaimana dimaksud huruf a.1
dan huruf a.Z adalah Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan
yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Anggaran
Dasar Fasal 32, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan
fahun berjalan,

Peninjau Mukab/Mukota terdini atas:
4. Anggota Kehormatan Kadin Kabupaten/Kota:

b, Tokoﬁ-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia di kabupaten/kota yang
bersangkutan;

¢. FPengusaha asing;
d. Pejabat Pemerintah.

Jumlah peninjau Mukab/Mukota schagaimana dimaksud huruf b sampai dengan
huruf d ditentukan oleh Dewant Pengurus Kadin Kabupaten/Kotz, dan masing-

masing mempunyai hak bicara.

Peninjau pada Mukablub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan
Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan masing-masing mermpunyai hak bicarg.
Untuk melaksanakan Mukab/Mulkota sebagaimana dimaksud ayat (1}, Dewan
Pengurus Kadin Kabupaten/Kota membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia
Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus
Kadin Kabupaten/Kota.

Pasal 25 ...
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Pasal 25

Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia

(1) Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia diselenggarakan oleh
Fimpinan Dewan Perllmbangan Kadin Indonesia, dan pelaksanaan teknisnya
dilaksanakan oleh Sekretariat Kadin Indonesia.

(2) Sebelum Munas diselenggarakan, Dewan Perfimbangan Kadin Indonesia
mengadakan Rapat Plenc untul menampung masukan dan untuk menyusun usul
dan savan tentang Rancangan Program Umum Organisasi yang akan digjukan
kepada Murnas.

(3) Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat
(2} harus menampung aspirasi Pengusaha Indonesia, baik dari Anggota Luar
Biasa, Koperasi Tingkat Nastonal, dan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Nasional
anggota Kadin yang tidak memiliki Organisasi ferusahaan, maupun Pengusaha
Provinsi.

(4) Selain melaksanakan tugas sebazaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Dewan
Pertimbangan Kadin Indonesia juga memfasilitasi penyelenggaraan konvensi
Anggota Luar Biasa menjelang Munas/Munaslub/Munassus untuk menetapkan
utisan Qrganisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional pada
Munas, Munaslub dan Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 28,

Pasal 26
Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Rabupaten/Kota

Rapat Dewan Pertimbangan FKadin Provinsi/ Kabupaten/Kota  pelaksanaannya
disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur rapat Dewan Pertimbangan Kadin
Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat ¢ 1}, ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 27
Rapat Kerja
(1) Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan setiap atau beberapa Dewan Pengurus
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan rapat ketja pada tingkat
masing-masing atau pada lintas-tingkat, baik lintas- sektoral, sektoral, maupun

menurut wilayah, scwaktu-wakiu jika dlpcrlukan

(Z) Rapat ...
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Rapat kexja suatu bidang atau sektor;

a. pada tingkat nasional disebut Rapat Kegja Nasional, disingkat Rakernas,
ditkuti nama lintas-sektornya;

b.  pada tingkat provinsi/kabupaten/kota disebut Rapat Kerja Provinsi/
Kabupaten/Kota, disingkat Rakerprov/Rakerkalb/Rakerkota, diikuti nama

lintas-sektornya;

diadakan untuk konsultasi antara Dewan Pengurus yang terkait, untuk membahas
masalah mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan substantif dari Program Kerja
Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja setiap bidang/komite tetap dan
badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagaimana dimalsud
Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (7) huruf ¢ dan Pasal 27 ayat ¢8) huruf c.

Rapat kerja anfar bidang tingkat nasional disebut Rapat Koordinasi Nasional,
disingkat Rakornas Bidang; dan rapat kerja antar daerah provinsi/kabupaten/kofa
yang saling terkait disebut Rapat Koordinasi Wilayah, disingkat Rakorwil,

Hasil setiap rapat kerja dan rapat koordinasi merupakan rekomendasi kepada

Dewan Pengurus masing-masing, dan mengikat hagi setiap pesertanya.

Sefiap rapat kerja dan rapat koordinasi diatur menurut tata tertib yang sesual

dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Konvensi

Konvensi merupakan forum bagi Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional afau
Tingkat Provinsi yang diselenggarakan setiap menjelang Munas/Munaslub/
Munassus/Muprov/Muprovlub untuk menetapkan utusan Angeota Luar Biasa
Tingkat Nasicnal atau Tingkat Provinsi yang akan mewakili Anggota Luar Biasa
Tingkat  Nasional atau  Tingkat Provinsi sebagal peserta dalam
Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/ Muprovlub.

Penyelenggavaan konvensi difasititasi oleh Dewan Pertimbangan Kadin
Indonesia/Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi mengikuti pengelompokan
Anggota Luar Biasa Tingkat Nuasional atau Tingkat Provinsi berdasarkan
pendekatan sektor atau jenis kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d.

(3) Jumiah ..
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(8) Jumiah kescluruhan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional ataw Tingkaf

Provinst scbagal peserta Munas/Munaslub/  Munassus/Muprov/Muproviub

sebanyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah keseluruhan utusan Anggota pada

Munas/Munaslub/Munassus/ Muprov/Muproviub schagaimana dimaksud Pasal

22 ayat (4) huruf a / Pasal 23 ayat (4) huruf a, yang pembagiannya untuk setiap

kelompok Anggota Luar Biasa ditetapkan sebagal bevikui;

&

Anggota Luar Biasa yang dapat mengiluti Konvensi adalah Anggota Luar
Biasa yang minimal 50 (lima puluh) persen anggotanya menjadi Anggota
Biasa Kadin.

Jumlah utusan sctiap kelompok ditetapkan berdasarkan sistem kuota yang
dihitung berdasarkan jumlah Anggota Luar Biasa yang terdaftar dan
memenuhi kewajibannya sebagai Anggofa Luar Biasz Kadin, termasuk
kewajiban keuangan pada organisasi, sampai dengan tahun berjalan, yang
terhimpun dalam satu kelompol konvensi.

Kuofa setiap kelompok konvensi jika fidak terisi/terpenuhi oleh Anggota
Luar Biasa dalam kelompoknya masing-masing, tidak dapat digantikan/diist
oleh kelompok yang lain,

Pengelompokan Anggeta Luar Biasa dalam kenvensi dibagi scbagal berikut:

d.1. Asosiasi-Asosiasi Industri Perlanian dan Kchﬁtanan;

o.2.  Asosiasi-Asosiast Peternakan, Perikanan dan Pengolahan Makanan;

d.3. Asosiasi-Asosiasi Industri Pertambangan dan Fnergi;

.4, Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Kimia;

d.B.  Asosiasi~Asosiasi Industri Pengolahan Logam dan Mesin;

d.6. Asostasi~Asosiasi Industri Pengolahan Lain-Lainnya;

d.7. Asosiasi~Asosiasi Jasa Perdagangan dan Jasa Ekspor-Impor;

d.8. Asosiasi-Asosiasi Jasa Konstrulesi dan Properti;

d.B.  Asosiasi-Asosiasi Jasa Kenangan dan Jasa Profesi,

. 10. Asosiasi-Asosiasi Jasa Perhubungan, Pariwisata, Perposan, Media
Massa, Teknologi Komunikasi dan Informasi;

d.11. Asosiasi-Asosiasi Penyedia Jasa Laintya;

d.12, Himpunan dan Dewan Bisnis.

e.  Pengelompokan ...



Pengelompokan Anggota Luar Biasa dalam konvensi pada tingkat proviasi
sebagaimana diatur dalam huruf d, dapat disesuaikan menurut keberadaan
Asostast/Himpunan yang mengacu pada strukiur ckonemi dan bidang-
bidang usaha sefempat,

Setlap Anggota Luar Biasa dalam konvensi hanya dapat mengikuti satu
kelompok konvens! sebagaimana dimaksud huruf ¢ dan diwakili oleh 2 (dua)
orang pengurus organisasi dengan membawa surat mandat dari

organisdsinya masing-masing.

{4) Setiap rapat kelompok konvensi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dipimpin

olch Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perlimbangan Kadin Indonesia/Kadin

Frovingi, alau anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indenesia/Kadin Provinsi yang

difunjuk dan diikuti oleh anggota Dewan Perfimbangan Kadin Indonesia /Kadin

Provinsi.

BAB VIII
PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 29
Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia

(I} Persyaratan Anggofa Dewan Perlimbangan Kadin Indonesia adalah harus

memiliki KTA-B yang masih berlaku sclama masa jabatannya,

(2} Dewan Periimbangan Kadin Indonesia beranggotakan waldl-wakil dari:

a.

b.

Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang
jumlahnya disssuatkan dengan kebutuhan, ditambah dengan
Pengusaha Provinsi dari semua Kadin Provinsi, masing-masing diwakili

secara ex-officiooleh Ketua Dewan Perfimbangan Kadin Provinsi,

(3) Pemilihan Dewan Pertimbanzan Kadin Indonesia:

.

Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2} huruf
a dipilih dan ditetapkan oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan
Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap sebagai
Ketua Formatur dan 4 (empaf) anggota formatur, sehagaimana dimaksud
Anggaran Dasar Pasal 17 ayat (9).

b, Kefua..
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b, Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap scbagai
Ketua Formalur dan 4 (empaf) orang anggota formatur terpilik dalam
Munas/ Munaslub diberi kepercayaan dan wewenang unfuk memilih dan

menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Ketna Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap sebagai
Ketua Formatur dan 4 (enipat} orang anggota formatar ferpilih menyusun Dewan
Pertimbangan Kadin Indonesia  atas mandat  Munas/Munaslub dergan
mengutamakan nama-namg dari daftar nama calon yang disusun oieh Dewan
Pertirnbangan Kadin Indonesia dalam batas wakiu ketja formatur yang ditetapkan
oleh Munas/Munaslub., '

Daftar nama calon anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sebagaimana
dimaksud ayat (4) diusulkan kepada Dewan Perfimbangan Kadin Indonesia oleh
angzota Kadin,

Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan Dewan
Perfimbangan Kadin Indonesia kepada Munas,

Pasal 30
Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi

Persyaratan Angeofa Dewan Pertimbangan Kadin Proviusi adalah harus memiliki

KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatanuya.
Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi beranggotakan wakil-wakil dari:

4. Pengusaha yang menyalurkan aspirast ketiga unsur pelaku ekonomi yang
jumlahnya sesuai kebutuhan, ditambah dengan

b. Pengusaha daerah darl semua kabupaten/kota di provinsi yang
bersangkutan, masing-masing diwakili secara ex-offcio oleh Ketua Dewan
Pertitnbangan Kadin Kabupaten/Kota masing-masing.

Pemilihat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi:

4. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Muprov
melalui sistem pemilihan Keta Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi
sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 {(empat) orang anggota
formatur, sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 24 ayat (9);

b. Ketua ..
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b.  Kelua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap
schagai Ketua Yormatur dan 4 (empaf) orang anggota formatur terpilih
dalam Muproy diberi kepercayaan dan wewenang unfuk memilih dan
menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi,

Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi sekaligus merangkap sebagai Ketua
Formatur dan 4 (empal) orang anggoia formatur ferpilih menyusun Dewan
Pertimbangan Kadin  Provinsi atas mandat Muprov/Muproviub  dengan
mengutamakan nama-nama dari dafiar nama calon yang disusun oleh Dewan
Fertimbangan Kadin Provinsi dalam batas wakiu kérja formaiur yang difctapkan -
oleh Muprov/Muproviub.

Daftar nama calon anggofa Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi sebagaimana
dimaksud ayat (3) diusulkan kepada Dewan Pertimbangsn Kadin Provinsi oleh
anggola Kadin sesuai domisilinya.

Daftar nama calon scbagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan Dewan
Perfimbangan Kadin Provinsi kepada Muprov.

Pasal 31
Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota

Persyaratan Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota adalah harus

memiliki KTA-B yang masih berlaku sclama masa jabatannya,

Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota beranggotakan walkil-wakil dari
Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang

Jjumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota:

a. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota dipilith dan ditetapkan oleh
Mukab/Mukota melalui sistem pemilihan Ketua Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota sckaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empaf)
orang anggota formatur sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 24

ayat (9).

b. Ketua...
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b.  Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan 4 (empat) orang anggota
formatur ferpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan
menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Fengurus Kadin Kabupaten/

Kota,

Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Xota yang sckaligus merangkap sehagai
Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih menyusun Dewan
Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota atas mandat Mukab/Mukablub/Mukota/
Mukotfalub dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang
disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaien/Kota dalam batas wakiu
kerja formatur yang ditetapkan oleh Mukab/Mukablub/Mukota/ Mukotalub.

Daftar nama calon scbagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan Dewan
Pertimbangan Kadin Kabupaten,/Kota kepada Mukab/Mukota.

BAB IX
PEMBENTUKAN DEWAN PENGIRUS

Pasal 32
Persyaralan dan Tatacara Pemilihan Ketuz Umum/Ketua Dewan Pengurus

Setiap calon Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin
Kabupaten/Kota yang sckaligus merangkap sebagal Ketua Formatur pada
dasarnya sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) talum berturat-turut sampai
tahun berjalan perusahaannya harus terdaftar menjadi anggota Kadin dipuktikan
dengan kepemilikan KTA-B Kadin dan berpengalaman dalam kepengurusan
Kadin.

Pencalonan menjadi Ketua Umum/Ketua Dewan Penguras sebagaimana dimaksud
ayat (1) disamnpaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus yang bersangkutan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan scbelum penyelenggaraan Munas/Munaslub/
Muprov/Muproviub/Mukab/Mukablub/ Mukota/Mukotalub yang bersangkutan.

(3} Setiap ...
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(3) Sefiap calon Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan ayat (2) harus dapat menyampaikan visi dan misi tertulis dan Jisan dalam
memimpin organisasi Kadin pada rangkaian acara Munas/Munaslub/Muprov/
Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mulkota/ Mukotalub sebagaimana  ditetapkan
Panitia Pcnyelenggara.

(4} Pemilihan Kefua Umum/Ketua Dewan Pengurus sekaligus merangkap sebagai
Ketua Formatur dilakukan dengan cara pemungutan suara dan pelaksanaannya

diatur sebagai berikut:

a.  Calon yang mempercleh lebih dari 50 (lima puluh) persen  suara dari
peserta yang  mempunyai  hak  suara  dalam  Munas/Munaslup/
Mupmw’Mupmvlub.-’Mukabr’MukablubeukotalMukotalub, maka yang
bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Ketuz Umum/Xetua Dewan
Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formaiur terpilih.

b. Jika dalam pemilihan sebazaimana dimaksud huruf a tidak ada calon yang
memperoleh lebih dari 50 (lima puluh) perscn suara dari peserta yang
mempunyai hak suara, maka dilakukan pemilihan fahap kedua yang diflkuti
oleh 2 {dua) calon yang memperoleh suarg terbanyak kesatu dan kedua
dalam pemilihan tahap pertama, dan yang memperoleh suara terbanyak
dalam pemilihan tahap kedua dinyatakan sebagai Kefua Umum/Eetua
Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur terpilih.

¢, Jika pada pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a terdapat lebih dari 1
{satu} calon yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama dalam
mendapaikan tempat kedua, maka terhadap calon-calon tersebut dilakikan
pemilihan ulang untyk menetapkan suara terbanyak kedua untuk dapat
mengikuti pemilihar lzhap kedua,

Pasal 33
Pemilihan Dewan Pengurus Kadin Indonesia

(1) Persyaratan Anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah harus memiliki
KTA-B yang masih berlaku selama masa jabafannya.

. (2} Pemilihan ...
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(2) Pemilihan Dewan Pengurus Kedin Indonesia dilaksanakan dengan sistem sebagai

berikut:

a.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia  dipilih dan  ditetapkan oleh
Munas/Munastub melalui sistera pemilihan Ketua Umum Dewan Pcngﬁrus
sekaligus merangkap schagal Ketna Formatur dan 4 (empat) orang anggota
formatur sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 17 avat (9.

Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap
scbagai Kelua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur ferpilih
diberi kepereayaan dan wewenang untuk memilik dan menetapkan Dewan
Pertimbangan  dan  Dewan  Pengurus  Kadin Indonesia, dengan
mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun Dewan
Pertimbangan scbagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 20 ayat (5}
huruf h,

(3) Pemilihan formatur dilaksanakan secara musyawarah atau dengan cara

pemungutan snara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas dan rahasia

olch para peserta yang memiliki hak suara.

A.

Jika pemilihan Ketna Umum Dewan Pengurus i{adin Indonesia yang
sekaligns merangkap ketua formatur dan 4 (empat) orang anggofa formatur
olch wtusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana
dimaksud Pasal 22 ayal (4} huruf a dan huruf d dilakukan dengan cara
pemungutan suara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas dan
rahasia, maka setiap peserta utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar
Biasa yang mempunyai hak suara menetapkan secara jelas sat nama untuk
calon Ketia Umura Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus merangkap
ketua formatur dan menuliskan 4 (empaf) nama lainnya yang berbeda untuk

angzota formatur.

Dari perhitungan suara yang masuk dan sah, nama calon Ketua Umum
Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang mendapatkan suara terbanyak
schagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) ferpilih menjadi Ketua Umum
Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus mérangkap ketua formatur, dan
4 {empat) nama calon anggota formatur yang mendapatkan suara terbanyak
kesatu, kedua, ketiga dan keempat, terpilih menjadi anggota formatur,

(4) Ketua ..
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Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang sekaligus merangkap
scbagai ketua formatur dan 4 (erapat} orang anggota formatur terpilih menyusun
Dewan Pengurus Kadin Indonesia dengan mengutamakan nama-nama dari daflay
nama calon schagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dalam balas waktu kerja
formatur yang ditetapkan oleh Munas/Munaslub,

Paszal 34
Pemilihan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota

Persyaratan Anggota Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota adalzh
harus memiliki KTA-B yang masih berlakn selama masa jabatannya.

Femilithan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kola dilaksanakan dengan
sistem sebagai berikut:

a. Dewan Pengurus' Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipiiih dan ditetapkan oleh
Muprov/Muproviub/Mukab/Mukablub/Mukota/ Mukotalub melalui sistom
pemilihan sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 24 ayat (9).

b.  Kectua Umum Dewan Pengurus XKadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota dan 4 fempaf) orang anggota formatur terpilih diberi
kepercayaan dan wewenang uniuk memilih dan menetapkan Dewan
Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.

Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub  memilih  dan
menetapkan Kefua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Kadin
Kabupaten/Kofa yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat)
orang  anggota  formatur  dari  peserta dan  peminjau  Muprov/
Muproviub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalyb — yang  mempunyai  hak
dipilih.

Pemilihan  formatur  dilaksanakan sccara masyawarah atau dengan cara
pemtingulan suara yang dilaksanakan secara tertulis dengan asas langsung, bebas

dan rahasia oleh para peserta yang memiliki hak memiiih.

a.1, untuk...
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a.1. untuk Kadin Provinsi; Jika pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin
Provinsi yang sekaligus merangkap ketua formatur dan 4 (empat) orang
anggola formatur yang dipilih oleh utusan Anggota Kabupaten/Kota dan
utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4) huruf a
dan huruf d dilakukan dengan cara pemungutan suara, maka setiap peserta
utusan anggota yang mempunyai hak suara menetapkan 1 (satu) nama
untuk calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi sekaligus
merangkap Ketua Formatur dan menuliskan 4 (empat) nama lainnya yang

bherbeda untuk angzota formatur.

a.2. uniuk Kadin Kabupaten/Kota: Jika pemilihan Ketua Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap ketuz formatur dan 4 {empat)
orang anggota formatur yang dipilih oleh Anggota Biasa Kabupaten/Kota
dilakukan dengan cara pemungutan suara, maka setiap peserta Anggota
Biasa yang mempunyai hak suara menetapkan satu nama untuk calon Kefua
Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sekaligus meranzkap ketua
formatur dan menuliskan 4 (empat) nama lainnya yang berbeda untuk

angsota formatur,

b. Dari perhitungan suara yang masuk dan sah, nama calon Ketua Urmum
Dewdan FPengurus Kadin  Provinsi/Ketua Dewan Penzurus  Kadin
Kabupaten/Kota yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud
Fasal 32 ayat (4) terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin
Frovinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sekaligus
merangkap Ketua Formatur, dan 4 (empat) nama calon anggota formatur
yang mendapatkan suara ferbanyak kesatu, kedua, ketiga dan keempat,

terpilih menjadi anggota formatur,

(5} Daftar rnama <calon Dewan FPengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4) huruf b.1 diusulkan kepada Dewan
Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota oleh anggota Kadin sesuai

domisilinya.

(6) Ketua ...
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(6) Kefua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap ketua formatur dan 4 {empat) orang
anggota formatur terpilih menynsun Dewan Pengurus Kadin  Provinsi/
Kabupaten/Kota, dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon
yang disustn Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam batas
waldu kerja formatur yang ditetapkan oleh Muprov/Muprovlub/Mukab/
Mukablub/Mukota/ Mukotaltub,

BAB X
ETIKA BISNIS, LAMBANG, BENDERA, DAN MARS ORGANISAS!

Pasal 35
Etika Bisnis
Etika bisnis sebagai tuntutan moral dan perilaku yang mengikat seluruh anggota Kadin
tertera pada lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 36
Lampang

Bentuk, arti dan makna lambang Kadin tertera pada lampiran 2 Anggaran Rumah

Tangza ini.

Pasal 37
Betidera

(1) Sectiap tingkatan organisasi Kadin memiliki bendera yang seragam bentuknya,
sekaligus menunjukkan identitas masing-masing. Kctentuan mengenal bendera
tertera pada lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga ini.

(2)  Pada hari-hari biasa bendera Kadin dipasang ¢i Kantor Sckretariat di samping kirl
bendera Merah-Putih,

(3) Pada..
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{3) Pada acara-acara resmi organisasi seperti Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/
Muproviub/Mukab/Mukablub/Muskota/Mukotalub  dan  pertemuan  resmi
lainnya, bendera Kadin dari tingkat yang bersangkutan dipasang di depan podium
berdampingan dengan bendera Merah-Putih, letaknya di sebelah kiri Merah-
Patih, Di belakang atau di sampingnya dikelilingi oleh bendera Kadin daxi
orzanisasi yang tingkatannya langsung di bawahnya.

Fasal 38
Mars

(1}  Syair dan lagu Mars Kadin tertera pada lJampiran 4 Anggaran Rumah Tangga ini.

(2) Mars Kadin dinyanyikan setelah lage Kebangsaan Indonesia Raya pada acara-
acara resmi organisasi, seperti Munas, Muprov/Mukab/Mukota dan pertemuan

resmi lalnnya.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAI TANGGA

Pasal 39 _
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tanggza Kadin ditetapkan berdasarkan ketetapan Munas,
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 17 ayaf (8) huruf 4 afau ketetapan
Munassus sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat
{2} huruf a.

Pasal 40

Pensahan

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari
Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan dalam Munassus Kadin tangzal 17
Desember 2003 di Jakarta dan disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004, difetapkan dan disahkan dalam
Munassus Kadin fangzal 8 Junmi 20085 di Jakarta dan diubah/disempurnakan dan
disahkan dalam Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta.

BABXII ...
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BAB X1
PEMBUBARAN QRGANISASI

Pasal 41

Perbubaran Organisasi

Pembubaran Kadin dapat dilaksanakan apabila merupakan putusan mutlak dari
peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Munassus sebagaimana

dimaksud Arnggaran Dasar Pasal 19,

Apabila Kadin dibubarkan maka Munassus harus pula menetapkan syarat

pembubaran serta syarat likuidasi harta kekayaan Kadin.

LAD X1
ATURAN FENUTUFP

Pasal 42

Lain-lain
Seluruh anggota Kadin bersepakat menyatakan Anggaran Rumah Tangga il
berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai
persetyuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar
Dagang dan Industri yang ditetapkan dan disahkan dalam Munassus Kadin pada
tangsal 8 Juni 2008 di Jakarta dan diubah/disempurnakan dan disahkan dalam
Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta.

Hal-hal vang belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur
lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus dalam peraturan
organisasi atau ketentuwan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dipertangzungjawabkan

pada Munas.

Pasal 45 ...
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Pasal 43

Penutup

Sejak berlakunya Anggaran Rumah Tangga yang baru sebagaimana dimaksud
Pasal 42 ayat (1), maka Anggaran Rumah fangga yang ada dan felah berlaku
sebelum Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar sefiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia
diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran

Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya,




Lampiran 1
Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri

ETIKA BISNIS KADIN

Menyadari kedudukannya sebagai wadah pengusaha Indonesia yang merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari rakyat dan masyarakat Indonesia, maka guna

mewyjudkan peran sertanya dalam mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha

yang sehat dan tertib, Kadin menetapkan Etika Bisnis yang merupakan tuntunan moral

dan pedoman perilaku bagi jajarannya dan anggota Kadin di dalam menghayati tugas

dan kewajiban masing-masing, scbagai berikut:

1,

Kegiatan usaha/bisnis memiliki harkat dan martabat terhormat yang senantiasa
harus dipelihara dan dijaga.

Senantiasa berikhtiar meningkatkan profesionalisme untuk meningkatan mutu
dan kemampuan serta mengantisipasi perubahan lingkungan usaha,

Berprinsip satu kata dengan perbuatan serta bersikap jujur dan dapat dipercaya.

Membina hubungan usaha berlandaskan ifikat baik, memenuhi ketentuan-
ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan  perselisihan dan/atau
perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan.

Memiliki kesadaran Naslonal yang tinggi dengan senanliasa melaksanakan
tanggungjawab sosial kepada masyarakat serta menaati semua perafuran

perundang-undangan yang berlaku,
Menghindarkan diri  davi  perbuatan fercela dan findakan yang dapat

menimbulkan persaingan tidak sehat.

Tidak melakukan praktik-prakiik suap, yaitn tidak meminta, tidak menawarkan,

fidak menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap.

Menghormafi kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku
dan/atau tindakan yang ticdak efis dengan saling mengingatkan.



Lampiran 2
Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri

LAMBANG
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

BENTUK, WARNA DAN UKURAN

Bentuk Lambang Kadin, seperti tertera di atas, terdiri dari:

a.  Perahu layar, berwarna kuning emas
b, Tiga baris riak air dengan lima gelombang, berwarna biru
¢ Perisal, yang dasarnya berwarna putih
Bendera Indonesia di tengah perisai (bagi lambang Kadin Indonesia), dan
lambang daerah masing-masing bagi setiap Kadinda.
e.  Dua ekor kuda mengapit perisal, berwarna kuning emas
f.  Pita bersimpul, berwarna biru
g.  Motto “Tabah, Jujur, Setia”. pada pita bersimpul
h. Dua helai daun semanggi di balik pita berwarna kuning emas
Perbandingan ukuran titik texjauh horizontal dan vertikal mendekati satu banding
satu (1:1},
MAKNA LAMBANG
Warng
&4  FPulih:

Melambangkan kesucian, kegotong-royongan berdasarkan persaudaraan,
persamaan idiit dan kesatuan
Maeeah _
Melambangkan semangat yang dinamik dalam melaksanakan tugas, usaha
dan kewajiban,

¢ Kuwning ..



& Runing emas
Melambangkan ketinggian muty yang menjadi pegangan dan pedowan
dalam melaksanakan usaha,

d Bl
Melambangkan  kesefiaan, kejujuran jiwa, dan semangat dalam
rielaksanakan usaha mencapai kemajuan usaha dan pembangunan ekonomi.

2. Bentuk-bentuk dalam lambang

&  FPerahy layar melgmbangfan;

1} Indonesia sebagai negara bahari kepulawan, dan sejak dahulu kala
merupakan  daerah  yang terdirl dari kota dan bandar pusat
perdagangan dan kegiatan ckonomi fain, dan Wawasan Nusantara.

2)  Ketabahan, kebenaran dan tahan uji cdalam melaksanakan upaya
mencapai cita-cita mengembangkan kemajuan usaha.

3)  Wadah tempat bersatu ketiga pelaku ekonomi untiuk mencapai cita-cita
bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.

b Gelombang atau riak afr berwarna biru:

1) Tiga baris riak air melambangkan persatuan antara ketiga unsur pelaku
ekonomi, yaitu unsur swasta, unsur koperasi, dan unsur usaha milik
negara/daerah, yang bersatu dalam Kadin sesual dengan amanat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987,

2)  lima riak gelombang melambangkan Pancasila sebagai asas Kadin dan
para pengusaha Indonesia dalam memajukan usahanya.

¢ Kuda, berwarna kuning emas, melampansgkan;

1} Tenaga yang kuat dan efekfif yang timbul dari persatuan dan kesatuan
pengusaha dari seluruh jenis usaha dalam segala bidang yang ada
dalam masyarakat,

2) Hasrat yang didukung daya dan tenaga yang tinggi dari para pengusaha
dalam berpartisipasi dalam akselerasi pembangunan ekonomi, baik di
daergh maupun di pusat,

d.  Perisai melambangkan:
1) Wajah yang safu dan kuat yang tisobul dari persatuan dan Kesatuan

menghadapi tantangan dan cobaan,

2}y Keampuhan ..,



3.

2) Keampuhan bidang industri dalam menghadapi kemajuan feknologi
serta keikut~sertgan melaksanakan industrialisasi demi

mempertahankan kelanjutan dan kemajuan usaha.

& Fia bersimprd miclanbangin;
1) Keferampilan dan keluwesan melaksanakan usaha,
2} Persatuan kesatuan tiga bidang usaha, yaifu perdagangan, industri dan
Jjasa.
£ Daun semanger melambanekan:
kesuburan dan kemakmuran Bumi Indonesia yang mcnantikan tangan
pengusaha untuk mengolahnya,
£ Lambang di fengah perisar
1) Bagi Kadin Indonesia;
Merah putih berbatas diagonal melambangkan bendera pusaka Sang
Dwi Warna, bendera Indonesia,
2}  Bagi Kadinda
Lambang daerah, scsuai dengan maknanya masing -masing.
Motio
a.  Tabah: dalam menghadapi rintangan dan hambatan dalam mengembangkan
usaha.
b.  Jujur melaksanakan usaha dalam mencapai fujuan.

Setia kepada Anggavan Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan organisasi

dalam melaksanakan tujuan Kadin.



Lampiran 3
Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri

BENDERA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

BENTUK
Bendera Kadin berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan sisi tiga
banding dua (3 : 2}, berukuran panjang 105 cm dan lebar 70 cm, ferdiri dart dua
muka tirmbal-balik yang sama, dengan lambang Kadin di fengah dan untaian benang
berwarna kuning emas di sekeliling bendera. Dt bawah lambang tcrdapat nama Kadin

sefempal,

WARKNA
Dasar berwarna hijau, melambangkan ketalowaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
ketulusan
Lambang di fengah perisai berbentuk dan berwarna sesuai dengan lambang daevah
Kadin masing-masing.
Tulisan berwarna kuning melambangkan kecintaan dan kescliaan ierhadap profesi,

bangsa dan negara.
Unlaian benang berwarna kuning emas melambangkan kesatuan dan kefayaan.



Lampiran 4
Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri

MARS NASIONAL KADIN

: Lagu dan Syair oleh;
474 Dr. Jannar Sinage,
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